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ABSTRAK

Nama : Adhi P. Rahman

Program Stadi : Magister Kenotariatan

Judul : Peranan Bank Indonesia Dalam Mitigasi Tindak Pidana Korapst di
Bidang Perbankan

Bank Indonesia merupakan lembaga pengawas dan pembina perbankan
yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin (right fo lcense), mengatur
{right to regularte}, mengawasi (right to control) dap mengenakan sanksi (right o
impose sanction) kepada perbankan. Kewenangan Bank Indonesia tersebut juga
mencakup kewenangan dalam hal terjadi tindak pidana perbankan termasuk
tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Untuk pemberantasan tindak pidena
korapsi di bidang perbankan periu ada peran akif dari Bank Indonesia untuk
melakukan mitigast terhadap tindak pidana korupsi pada sektor perbankan
nasional sebagai Bank sentral yang memiliki kewenangan sebagai lembaga
pengawas dan pembina perbankan. Permasalahan dalam tesis ini adalah
bagaimana implementasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UU PTPK) pada sektor perbankan pagional den bagaimana peranan Bank
Indonesia dalam mitigas: tindak pidana kerupsi pada sekior perbankan nasional,
Tesis ini sclain menggunakan metode kepustakaan juga didukung oleh data-data
vang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa informan yang berprofesi
di bidang perbankan, yaitu salah sats komisaris Bank BUMN dan salah safu
pejabat Bank Indonesia schingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat
dipertanggungjawabkan, Setelzh dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa
Implementasi UU PTPK di Indonesia selama ini masih belum optimal, terlebih
lagi pada sektor perbankan, implementasi UU PTPK bagi bank-bank BUMN
masih mengaiami berbagai kendala dan permasalahan; dan perasan Bank
Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional
dijalankan mejalui fungsi pengawasan Bank Indonesia dan adanya kerjasama
antara Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga negara terkait lainnyva,

Kata kunci: Tindak pidana korupsi
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ABSTRACT

Nama : Adhi P. Rahman

Program Studi | Magister Kenotariatan

Judul : The Role of Bank Indonesia in Mitigation of Corruption Crime in
Banking Sector

Bank Indonesia is a banking supervisor and builder organization whose
authorities are to license, to regulate, o control and to Impose sanction in
banking sector. The authority includes exeeuting action in case of banking
erime includes corruption in banking sector. The action against corruption
erime In banking sector must have support from Bank Indonesia by executing
mitigation to corruption crime in aational banking sector as a Central Bank
who commit to supervise and develop banking sector. The Thesis issues are
how is the implementation of Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana
Rorupsi (UL PTPL) in national banking sector and how is the role of Bank
Indonesia 1o mitigate comuption crime In national banking sector. Besides
using literature method, The thesis is supported by data of interview to
professional banker imformants as & mean to get responsible result research.
The informants are one of BUMN Bank commissioner and one of Bank
Indenesia  functionary. The conclusions after the research are that
implementation of UU PTPK is still not optimum yet, even more in banking
sector, the implementation of Ul PTPK for BUMN Bank is stifl having been
around several obstacles and problems; and the role of Bank Indonesia to
mitigate hanking sector corruption crime is developed by supervision function
of Bank Indonesiz and cooperation of Bank Indongsia and the other related
public srganizations,

Keyword: Corruption crime
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memalihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional
akibat teriadinya Krisis keuangan, sesval advis IMF, Bank Indonesia pada tanggal |
November 1997 melakukan penutupan terhadap 16 bank nasional.’

Penutupan terhadap 16 bank tersebut, yang semula dimaksudkan untuk
mengembalikan  kepercayaan  masyarskat  tethadap  perbankan, ternyam
mengakibatkan keadsan yang sebaliknya. Kepercayasn masyarakat terhadap
perbankan nasional justru runtuh, Kekhawatiran terjadinya pencabutan zin usaha
bank berikutnys dan tidsk adanya program penjaminan simpanan, menyebabkan
kepanikan masydrakat atas keamanae dananya di perbankan sehingge ferjadi
penarikan simpanan darl perbankan secara besar-besaran dan perpindahan simpanan
nasabah dari satu bank yang dipandang kerang sehat ke bank lain vang dianggap
lebih sehat.?

Derbagal st mengenat Kelangkaan pasckan barang-barang pokok jugs sangat
mengkhawatirkan, schingge mendorong pembelan barang-barang secara berlebihan
dan ferjadi peningkatan kegiatan spekulasi di pasar valas. Akibatnya inflasi melonjak
mencapai 6,88% pada bulan Januari 1998 (sekitar 89,8% year fo year pada Maret
1998} dan nilai tukar merosot tajam hingga Rp. 16.000 per 1 USD dan menyebabkan

penarikan

Y Dengan belum tersedianya Lembaga Penjamin  Simpanan  (Deposit  Protection
Scheme/Doposit Insurance System), berdasarkan Surat Menkeu tanggal 1 Februard 1998, Presiden
menyeigji Pemmerintah untuk melakokan bail ont alas kewajiban bank-bank vang ditutup kepada para
penyimpan dana atas beban APBN.

? «Iinjauan Moneter Nasional,” <hitp//vvw,bi.go.idlind/BLBI-niama him>, 10 Oktober
8.

i Universitas ixlonesia
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W

simpanan di bank-bank umum semakin menjadi-jadi® Krisis muitidimensi tersebut

telah memaksa Bamk Indonesia memberikan Bantuan Likuidites Bank Indonesia

(BLBI) secara bertahap (sesuai Pasal 32 UU No.13 tahun 1968), yang pada posisi 6

Februari 1999 jumlahnya mencapai Rp., 144,35 trilinn.*

Dart krisis multidimensi tersebut, dapat dipetik berbagal pelajaran berharga,

antara lain :

1. Pentingnya unsur kepercayaan dalam menciptakan perbankan yang sehat;

2. Diperlukan pengaturan sistem kevangan dan perbankan vang kuat dan efektify

3. Perbankan harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (prudentiad principle)
dan manajemen risiko dalam kegiatan vsahanva;

4. Perbankan harus memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip goed governonce
dalam kegiatan operasional;

3. Otoritas yang berwenang perlu menciptekan sistem hukum dan peradilan yang
kondusif bagi perbankan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,

Dalam upaya memperkuat sistem perbankan nasional, Pemerintak / Bank

Indonesia mengajukan agenda restrukturisasi perbankan nasional antara lain

1. Menerbitkan program penjaminan pemerintah terhadap simpanan masyarakst di
perbankan melalui Kepres No. 26 tanggal 26 Januari 1998;

2. Program rckapitalisasi melalui peayertaan modal pemerintah, khususnya pada
bank-bank BUMN;

3. Penerapan prinsip-prinsip good corporale governance, antara lain roelalui

penerbitan ketentuan Compliance Director dan ketentuan Fit and Proper Test;

3 Ihid,

* Dari hasil penelitian, akar penygbab dari krisis tersebut antara lain : lerjadinya boom
Favestasi swasta pada tahiun 1990-an dan suneulnyas asses bubbles akibat masuknya dena loar negeri
beriangke pendek kepada porusahasn dan lembags kevangan, lemabnya prakiek goed governance,
lerjadinya Fukivast nilai wkar, kelemaban dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangen,
masalabe-maszlah swuktural ## gconomy, exiarnnl shock (pengaruh kifsis sistemik negam-negars
asckitar seperii Thailand, Philipine, Malaysia dan Jepang), ketidakstabilan polilik, scrta lemahnya
kultur hokuns dan peradian ; periksa antars lain, Jovad K. Shirazl, ¥ The East Asian Crisiy Finaneiol
Sector Resiruchuring : Progress & Issves, ” the World Bank, Banpkok, March, 31 Aprif 1999,

Universitas indonesia
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4. Penyempurnaan ketentuzn pengawasan perbankan, antara lain melalui penetapan
Entry and Exit Policy dan Law Enforcement.®

Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997,
perkembangan perbankan nasional mengalami keterpurukan yang sistemik ditandai
dengan banyaknya kredit bermasalah, pembekuan kegiatan usaha bank, pencabutan
izin usaha bank, dan rekapitalisasi perbankan, Di samping krisis ekonomi, peran
pemilik dan manajemen bank sangat berpengaruh terhadap memburuknya kinerja
bank sebagai akibat rendahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip
perbankan yang sehat {(prudential banking principles) dan ketidakpatuhan terhadap
peraturan yang berlaku bagi bank. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan bank
yang efektif sangat dibutubkan untuk meningkatkan kinerja bank, serta menjaga dan
memelihara kepercayaan stakeholders terhadap perbankan.

Dalam beberapa kasus penyimpangan atau praktik perbankan yang tidak
sehat sering ditemukan praktik perbankan yang berindikasi tindak pidana korupsi,
antara lain penyimpangan pemberian kredit untuk kepentingan pemegang saham
pengendali, mark up dalam pemberian kredit, penyalahgunaan kredit yang diberikan,
pengalihan/penjualan agunan kredit tanpa persetujuan bank, penggelapan dana
nasabah, penyimpangan dalam penerbitan/pencairan L/C, mark up biaya bank,
membobol dana bank dengan menggunakan rekening pasif (Giro/tabungan), deposito
atau tabungan palsu.

Dalam mekanisme pengawasan bank, saat ini lebih difokuskan kepada tugas
Financial Audit yaitu dengan mengevaluasi kinerja kegiatan usaha bank dari aspek
keuangan berdasarkan laporan keuangan yang rutin disampaikan oleh bank kepada
Bank Indonesia. Sedangkan pengungkapan terhadap praktik perbankan yang tidak
sehat dan berindikasi tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan mengingat
pengawas bank kurang/tidak kompeten untuk melakukan legal audit, yaitu untuk

mencari, mengumpulkan dan meneliti bukti-bukti dokumen dan fakta hukum lainnya

3 Agenda restrukiurisasi perbankan nasional pasca krisis diikuli pula dengan penyempurmaan
UU Perbankan, yang semula didasarkan pada Ul No.7 tahun 1952, disempurnakan dengan UU No.10
tahun 1998 dan penyempumaan U{J Bank Indonesia No. 13 tahun 1968 dengan UU No. 23 tahun
1999 dan UU No. 3 tahun 2004,

Universitas Indonesia
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mengenai sebab dan akibat terjadinya praktik perbankan yang tidak schat dan
berindikasi tindak pidana korupsi sebagai bahan pembuktian di hadapan penegak
hukur.

Tidak hanya itu, dalam upaya memerangi tetjadinya korupsi yang menjadi
salah satu penyebab krisis multidimenst di tasah air dan menciptaken supremasi
hukum, oforitas pembentuk Undang-Undang juga telah menyempumakan Undang-
Undang No3 tahun 1871 dengan Undang-Undang MNo.31 tehon 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Undang-Undang yang terakhir
int kemudian telah diubah juga dengan Undang-Undang No.20. tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang PTPK.

Menurut Angel Gurria®, korupsi merupakan sebuah fenomena di seluruh
dunia, yang menimbulkan kekhawatiran setiap negara. Korupsi menyehabkan
kehancuran, terutama bapl rakyat miskin dan pemerintahan vang lemsh. Korupsi
juga mengakibatkan jasa-jass publik torbengkalail serta mendistorst #klim ekonomi.
Bank Dunia mencatat bahwa dalam satu tahun uvang vang digunakan untuk
penyyapan mencapai jumlah USD { wiliun. Dalam kaitan ini Angel Gurria antara
lain nengemukakan bahwa jika sistem perbanken di semua negara sepenuhnya
berpariisipasi dalam memerangi korupsi maka cepat atau lambat akan membuat para
pelaku berada pada posisi yang lermah sehingga lambat laun sistem perbankan akan
mernbaik. Oleh karena itu, Gurria meminta agar peserta konferensi memberikan
kontribusi dalam pemberantasan korupsi di niegara masing-masing,”

Di Indonesia tindak pidana korupst juga sudah menjadi penyakit yang kronis
dan sulit dissmbubhkan. Berkaitan dengan hal fersebut, upaya pemberaniasan tindak
pidana korupsi harus didukung oleh semua pihak, mengingat terjadinya korupsi akan
menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaifu masyarakat yang adil
dan makmur. Terlebih lagi dari survei Transparansi Internasional Indonesia, dalam 3

® Angel Gurria, “The Role of Bank Supervisors in the Fight Agaiost Cormuption”, (Makelah
disampatkan pada The internationul conforence of Bonk Supervisers, Muerida, Mexice, 5 Okiober
2006}, bim. L

?Ihid hall 3
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tahun terakhir Indonesia masih berada pada peringkat 6 dari 133 negara paling korup
di dunia®

Berkenaan dengan hal tersebut pemberantasan tindak pidana korupst harus
menjadi agenda nasional, ramun dilain pithak perumusan tindak pidanz korupsi
dalam peraturan perundangan jugs harus kondusif bagi dunia perbankan, Hal ini
mengingat perbankan memiliki peranan yang vital, anfara lain sebagai urat nadi
perckonomian / motor penggerak pembangunan ekonomi. Oleh karena itn agar
perbankan BUUMN dapat berfungsi secara lebih efektif, maka beberapa rumusan
dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang menghambat kinerja bank-bank

BUMN periu disempurnakan antara lain ;

{. Konsep keuangan negara yang dianui dalam Undang-Undang tersebut kurang
sejalan dengan konsep keuangan pegara yang disnut dalam Undang-Undang
Dasar 1945 dan bdest practice. Di samping itu perluy untuk memperhatikan
ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang penpgesahan Usited
- Nations Convention Agoinst Corruption, 2003 {(Ronvensi Perserikatan Bangsa-
-Bangsa Anti Korupsi, 2003} univk dapat menilai penting tidaknya unsur
keuangan negara dalam suatu lindak pidana korupsi.

2. Perumusan konsep keusopan negare yang ada saat o menvolitkan bagi
perbankan untuk melzksanakan sepenubnya Ketentuan pemberantasan tindak
pidana korupsi, antara lain dengan perumusan tindak pidana korupsi seperti saat
ini, menimbulkan ketnkutan bagi para pegawal dslam mengambil keputusan
karena khawatir ditudeh melakukan tindak pidana korupsi apabila keputusan
tersebutl di kemudin barl menimbulkan kerugian bagi bank. Disamping itu
dengan rumusain tindak pidana korupsi sepert! saat ini, maka sulit bagi bank-bank
BUMN untuk melakukan Aeir cur dalam penyelesaian kredit macet oleh debitur.

Untuk mengstasi hal terssbut, diperlukan perumusan hukum yang kondusif
bagi pembangunan nasional, yaite sekurang-kurangnya harus memiliki kualitas
tertentu, yaitu predictability, stability dan fairmess serta sejalan dengan Undang-

* Gvi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, {Jakena: Sinar Qrafika, 2007), him, 243,

Unjvergitas Indonesia

Peranan Bank..., Adhi P. Rahman, FH Ul, 2009



Undang Dasar 1945 dan sistem hukum nasional.” Dengan demikian, ramusan hukum
tindak pidana korupsi perlu disempurnekan schingga kondusif bagi peningkatan
pembangunan nasional dan mempercepat tercapainya ciia-cita masyarakat vang adil
dan makmur.

Dalam menciptaken perbankan yang sehat dan mampu membiayai serta
memberikan pelayanan yang maksimal bagi pembangunan, namun dilain pihak tetap
mematuhi  ketentuann yang berlaku sekalipun ketentuan tersebut mengandung
permasalahan dalam implementasinya, diperlukan peran berbagai pihak dibawah
kepemimpinan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan.'®

Sesual program Arsitekiur Perbankan Indonesia (API) dalam pilar ke-4 yaitu
menciptakan Good Coorporate Govermance (GCG) dalam rangka memperkuat
kondisi intemnal perbankan nasional, Bank Indonesia felah mengeluarkan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/200S tanggal 30 Januari 2006 teptang Pelaksanaan
Good Coorporate Governance bagi Bank Umum. Melalui penerapan prinsip-prinsip
GCG diharapkan perbankan dapat meningkatkan kepatuhan {(compliance) terhadap
peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang beriaku umum di industri
perbankan. Di samping itu dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG, diharapkan
pula dapat mencegah terjadinya praktik perbankan yang tidak schat dan berindikasi
tindak pidana korupst, serie terpenuhinya kepentingan shoreliolders dan
stakeholders.

Tesis Penulls mengenal Peranan Bank Indonesia Dalam Mitigasi Tindak
Pidana Korupsi di Sektor Perbankan ini, tidak dimaksudkan sntuk mengatasi senmia

E]]

permasalahan tindak pidana korupsi pada perbankan nasional.” Namun melalui

® Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development”, Journal of International Law and
Policy, vol. 9 (1980 431 - 232, Lihat puls, Emman Rajapukgok, “Peransn Hukem dalam
Pembangunan pada Ers Globalisasi, © Jurmal Hukem Vel 11, (19%9): 20,

¥ peranan BI fersebul, sejalun dengan semangat Rencana Pembangunan angka Panjang
Nasional tahun 2005-2025 sepert] tortuang dalam 171 No. 17 tzhua 2007, vang entars laia mensgaskan
bahrwa @ * .. visi pembangunon sasionsl indonesis ishun 2008 ~ 2028 sntam lais .. melokoken
pembenahan strudtur hubum dan monngkatkan budays hukum dan menegakken hukum secare adil,
konsekuen, tidak diskniminatif, den memihak pada rakyat kecif”
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tulisan ini penulis mengharapkan dapat dicapai hasil yang bermanfaat, yaita pertama,
meningkatkan kesadaran dan dukungan dari semua pihak khususnys kelangan
perbankan untuk melaksanakan Ul PTPK secara maksimal, sekalipun ketentusn
tersobul masih mengandung kelemahan; kedua, mendayagunakan Bank Indonesia
sehagat Bank Sentral untuk berperan aktif dalam mitigasi atau pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana korupsi pada sckior perbankan nasional. Dalam
menganalisis / mengevaluasi peran Bank Indonesia dalam menciptakan iklim
perbankan yang kondusif bagi pembangunan nasional, Penulis menggunakan
pendekatan bahwa setiap Undang-Undang / keitentuan hukum yang diberlakukvan
bagi perbankan harus memenuhi setidaknya 3 prasyarat kualitas seperti dikemukakan
oleh 1. Theberge (stability, predictability dan fairness),' tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Pasar dan sejalan dengan sistem hukum nasional seperti termuat
pada Rencans Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025."
Sedangkan dalam mengevaluasi peraman Bank Indonesia dalam mitigasi atau
pencegahan tindak pidana korupsi pada sekior perbankan nasional, dilakukan pola
pendekatan kepeémimpinan vang efektif dalam mencapai sasaran yang diharapkan,'®
Sebagai gambaran, dapat kami kemukskan kerangke fikir yang mendasari
pendekatan amalisis / ovaluasi yang penulis gunakan, vaitu pertama, krisis
mulidimensi  tahun 1997 memberikan  pembelajaran  pentingnyaz  menjaga
kepercayaan masyarskat terhadap perbaskan nasional agsr dapat menjalankan

fungsinya secara optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi nasionai. Keduoa,

" Dalam: tesis in, yeng dimaksod dengan perhankan nasional edalsh busk-bank milik negara
yang badan hukumpye borbentuk perusahaun persernan ataw perseroan terbatas yang modainya lerbagi
dalaem saham vang seluruh sfau paling sedikit $1%% sabamnya dimiliki olch Negara Republik
Indonesia yang tujuan vlamanys mengeiar keuntungan, BUMN perbankan dimaksud, seat ind terdici
dari Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN,

1 conard 1. Theberge, foc. cit

1% 1 ihat catatan kaki nomor 10,

 Antara lgin keberanian dafam mefakukan pembahargan unlak mewujudkan organisasi
berkineria finggl, Hhat David Osborne & Peter Plastrik, Banishing Bureaucracy © The Five Strotegies
Jor Reiventing Goverment, diterjernabkan oleh Abdul Rosyid & Ramelan, {Jakarty: PPM, 2864}, hlm.
17+18., kepemimpinan visioner, Daniel Golmen et.al, Kepermimpinan Berdusarkon Kecerdasan Emesi,
{fakarta: PT. Gramadia Pusiaka Utama, 2808}, him. 65-70,, dap prinsip kepemimpinan lainnya,
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program restrukturisasi perbankan, khususnya melalui implementasi UU PTPK harus
memperhatikan pula sensitivitas perbankan sebagal lembapa kepercayaan schingga
ketentuan dimaksad haros memenubi kualitss hukum dalam era perabangunan,
maupun Rencana Pemmbangunan Jangka Panjang Nasional yang berlaku. Ketiga,
upaya-upaya yang dilakukan BI dalam mitigasi atau pencegahan tindak pidana
korupsi, diharapkan mampu meningkatkan peran perbankan dalam pembangunan
niasional.

Berbagai upaya vang dilakukan Bank Indonesia tersebut perin mendapat
dukungan dari pemerintah, DPR, organisasi-organisasi perbankan {181, Himbara,
Perbanas, Perbarindo) dan stakeholder perbankan lainnya.

B. POKOK PERMASALAHAN

Tindak pidana korupsi pada praktiknya raelingkupi berbagai macam sektor
atau aspek dalam kepentingan publik tanpa terkecwali termasuk sektor perbankan
nasional. Oleh karena itu dalam memperhatikan eksistensi tindak pidana korupsi
harus mendapat perhatian secara tersendivi di tiap-tiap sektor. Berarti pembahasan
mengenai tindak pidana korupsi adalah suatu pembahasan yang sangat luas, bahkan
pembahasan tindak pidans korupsi dalam sektor perbankan pun adalah seatu sub
pembahaszn yang sangat luas dari pembahasan mengenai tindak pidana korupsi
secara keseluruhan dari berbagai macam sektor publik.

Mengingat luasnya lingkup permasaiahan yang ada, diperlukan suatu Lingkup
bzhasan yang merupakan pembatasan terhadap permasalahan yang dituangkan dalam
penulisan ini agar terfokus kepada pokok permasalshan yang ada. Adapun pokok
masalah dalam penelitian ini adalah sebagal berikut ;

i. Bagaimana implementasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
pada sekior perbankan nasional?

2. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam Mitigast tindak pidana korupsi pada
sektor perbankan nasional?
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C. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suvatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan maupun teknologi, yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi. Guna
memudahkan penulis dalam menyusun pokok-pokok agar pemikiran dapat tersusun
secara sistematis. Penelitian unfuk penulisan tesis ini merupakan suatn jenis
penelitian hukum yaitu penelittan hukum normatif dengan cara menilai taraf
sinkronisasi peraturan peraturan perundang-undangan, yang dalam penelitian ini
dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal dari peraturan hukum yang tertulis.
Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian empiris karena membahas
mengenai penerapan hukum dalam masyarakat, dalam penelitian ini adalah
efektifitas hukum melalui implementasi ketentuan Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi pada sektor perbankan nasional.

Tipe penelitian ini dilibat dari sudut dari sudut bentuknya, penelitian ini
termasuk penelitian preskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan
jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Dari sudut tujuannya,
penelitian ini termasuk penelitian problem identification karena di dalam penelitian
ini permasalahan yang ada diklasifikasi sehingga memudahkan dalam proses analisa
dan pengambilan kesimpulan. Dari sudut penerapannya, penelitian ini termasuk
pengélitian berfokus masalah karena di dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti
didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktik. Dari sudut ilmu
yang dipergunakan, penelitian ini termasuk penelitian inter disipliner karena metode
penelitian ini didasarkan pada lebih dari satu disiplin ilmu yaitu ilmu hukum dan
ilmu ekonomi yang bekerjasama dan menggunakan satu metode yang dipilih.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu
data yang diperoleh Jangsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder yaitu data
yang pada umumnya adalah data yang dalam keadaan siap dibuat'>. Data sekunder

yang digunakan pada penulisan tesis inj adalah data sekunder yang berasal dari'®:

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, ed. 1, cet. 3, (Jakarta:
Rajawali Pers, 1990), hal.34.

' Sri Memudji et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1, (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universilas Indonesia, 2005), hal.30-31.
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1. Sumber data sekunder/bahan pustaka dalam bidang non bukum:

a. Sumber primer (primary sources), vaitu dokumen yang berisi pengetahuan
iimiah atau fakia vang diketahui ataupun tentang ide, dalam penulisan tesis ini
berupa Buku, makalah dalam konperensi, artikel majalah dan surat kabar, dan
peraturan perundang-umdangan;

b. Sumber sckunder (secondary sources), yaitu dokumen yang berisi informasi
tentang bahan pustaka (sumber) primer, dalam hal ini adalah bshan-bahan
rujukan.

2. Sumber data sekunder/pustaka Hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya:

a. Sumber primer {primary sources), dalam penulisan fesis ini adalah Undang-
undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Yurisprudensi;

b. Sumber sekunder (secondary sources), yaitu bahan-bahan yang memberikan
informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer seria
implementasinya, dalam penulisan tesis ini adalah artikel itmiah, buky,
makalah berbagai pertemuan (liniah;

¢. Sumber tersier (fertierary souwrces), vaitu bzhan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder,
dalam penulisan tesis ini adalah kamus,

Alst penpumpulian data vang digumekan dalam penelitian ind adalah
wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data
primer, sedangkan studi dokumen dilakukan untek memperoleh data-data sekender
yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Metode analisis data untuk penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif
karena yang ditelitt adalah obyek penclitian yang utuh vang berupa suatu peiale di
datam penerapan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidaca Korupsi
pada sekior perbankan nasional serta upaya pencegahan Hadak pidana kerupsi pada
sektor perbankan nasional, dengan behan amalise yaitu teori-feori hukum yang
bersifat terbatas di dalam literatur-literatur hukum yang ada yang ditolis oleh pars

sarjana hukum.
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BABII
PERANAN BANK INDONESIA DALAM MITIGASI
TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN

A. Pengaturan dan Implementasi Ketentuian Undang-Undang Pemberaniasan
Tindzk Pidana Koeropsi Pada Sekior Perbankan Nastonal

1. Tindak Pidana Korupsi Menurut Teori

a. Pengertian Korupsi

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah memasuki seluruh aspek kehidupan
masyarakat, tidak hanya secara kuantitas fetapi juga secara kualitas sudah semakin
canggih dan sistematis, sehingga sudal merupakan kejshatan yang sangat loay biasa
{extraordinary crime). Penegakkan hukum untuk memberantas tindak pidama korupsi
saat ind masth belum memberikan hasil vang memuaskan, antasa lain karens kuatnya
pengaruh sistern kermasyarakatan dan sistem politik pemeriniehan yang belum
mendukung, serta lemahnya Kkerjasama antara penegak hukum dan lembaga
keuangan dalam mendeteksi dan menelusuri harta hasil korupsi.””

Sejak awal berdirinya ncgara Republik Indonesia, sudah banyak peraturan
perundang-undangan pemberantasan korupsi yang dibuat dan digantl dengan
pertimbangan karena korupsi telah banyask merugikan keuangan dan perekonomian
negars, perundang-undangan yang ada tidak lagi ofektif memberantas tindak pidana
korupst yang semakin meningkat dan kompleks. Secara terminologi, kata “Korupsi™

dalam bahasa Latin disebut dengan “Corruptio™ atau “Corrupiuns”™, dalam bahasa

Inggris

Y 1 H. Panggabean, “Kontroversi KPK: Menguii Prasedur Penyelidikan dan Pembuktian
KPE Ditinjuy Dari Hubum Acara Pidana,” (Makaiah disampatkan pada Semsinar Sehari AAL lakarte,
& September 2006), him. 2.
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dan Perancis disebut dengan “Corrupfior”, dan dalam bahasa Belanda disebut
dengan “Korruptie”,

Pengertian korupsi sangat bervariasi. Dari hasil penelitian, seccara umum
korupsi adalah perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas
untuk keuntungan pribadi atau kelompok terientu. Pengertian tersebut tergambar dard
berbagai pendapat dan pandangan mengenai korupsi bertkut ini:

13 Syed Hussein Alatas
Menurut Hussein Alatas, secara umum istilah korupsi menunjuk kepada pejabat,
seorang pegawai negert yang menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang
swasta dengan maksud mempengarthinya agar memberikan perhatian istimewa
pada kepentingan si pemberi. Pemerasan, yaitu permintaan pemberian-pemberian
ateu hadiah dalam pelaksanaan tugas publik juga dipandang sebagai korupsi.
Istilah ifo juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang mengpunakan dana publik
vang mereka urus, dengan kata lain mereka yang melakukan penggelapan diatas
harga yang harus dibayar oleh publik. Termasuk dalam pengertian korupsi adalah
pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan
publik fanps momandang Jess mercka maupun  konsekoensinya pada
kesejahteraan publik.’®
2} Robert Klitgaard

Menurut Klitgaard : “Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan
kepentingan  pribadi  diatas kepentingan masyarakat dan seswatu  yang
dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan, Korupst muncul dalam berbagai
bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental, Korupsi dapat
melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan ketentuan tarif dan
perkraditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan
peraturan  berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kKontrak, dan
pelusasan pinjarman atan melibatkan prosedur yang sedechana. Hal itu dapat
terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi pula dalam kedua

® BERP. Swategt Pemberantasan Kprapsi Nasionot {Jakarta: Pusdikist BPKP, 1959), M.
257.
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4

b.

13

sektor tersehut secara simultan. Hal itu dapat meluas pada sejumiah negara yang
sedang berkembang, dimana korupsi menjadi sisternii.

Black’s Law Dictionary

Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat mengenai korupsi tergambar dari
pengertian korupsi memurut kamus hukum yang paling populer di Amerika
Serikat, Black’s Law Dictionary ;

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu
keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-
pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau orang kepercayaan yang secara
melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atsu karakternya
untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya seadiri stau untuk orang lain
berfawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain™®. %
Transparericy Interaational

Berdasarkan dokumen yang diterbitkan Tramsparency International yang
berksdudukan di Berlin, Korvupsi diartikan sebagal ©

“ ... perilaku dari pejabat-pejabat publik, baik politikus atan pepawai negeri,
dimana mereka secara tidak benar dan secara melanggar hukum memperkaya diri
sendirf atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cars menyalahgunakan

kewenangan publik vang dipercayakan kepada mercka®

Pengertian korupsi menurut Peraturan perundang-undangan di berbagai negara.
Beberapa negara mendefinisikan korupsi dalam persturan perundangannya

sesual dengan pandangan dan kebutuban masing-masing, schagaimana diuraikan

berikut ini ;

)

Australia {negara bagian New South Wales) :

¥ Robert Klitgaard, Controfing Corrpprion, {Rerkelay: University of Catifarnia Press, 1988),

Aim. xi.

244,

% Henry Campbell Black, Block's Law Dictipnary, 8% Bdition {West Group, 1998), page

# feremy Pope, ¢4, The Transparency Internationad Sowrcebook, (Berlin: Transparency

International, 1996) him. 1.
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4)

C.

“Korupsi adalah tingkah laku oleh semua orang (pejabat publik atau bukan) yang
memberi dampak menentang kejujuran atau pelaksanaan fungsi yang adil oleh
seorang pejabat publik NSW atau penguasa NSW. Untuk dianggap sebagai
korupsi, perbuatan harus serius, yaitu jika dapat dibuktikan merupakan bentuk
perwujudan atau meliputi delik atau perbuatan kriminal, delik atau pelanggaran
disiplin menjadi dasar untuk memecat, membebaskan dari dinas atau mengakhiri
dinas seorang pejabat publik atau menyangkut perbuatan seorang menteri atau
anggota parlemen atau suatu pelanggaran substansial dari penerapan Kode
tingkah laku”.>

Kamerun

“Korupsi diartikan sebagai permintaan, persetujuan atau penerimaan yang
dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat untuk dirinya sendiri atau
orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah, atau pemberian untuk melakukan,
menunda, atau tidak melakukan suatu pekerjaan pada jabatannya™.

India

“Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji yang ingin memperoleh uang
secara cepat dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangan resmi atau
dengan taktik sengaja memperlambat penyelesaian suatu pekerjaan dengan
maksud untuk menyebabkan gangguan dan karena itu memberikan tekanan
kepada sejumlah masyarakat yang berkepentingan untuk melampirinya dengan
vang di bawah meja”.

Meksiko

“Korupsi diartikan sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa
pemberian, sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan, kelalaian dan
pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan

keuntungan kepada pelakunya”.

Sebab-Sebab Terjadinya K.orupsi
Sebab-sebab terjadinya korupsi, dapat dilihat pula dari berbagai aspek:

2 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, (Jakarta: Sinar

Gralika, 2005), him. 9-10.
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1} Menurut kajian BPKP?, sebab-sebab terjadinya korupsi terkait dengan aspek
pelaku, aspek organisasi, sistemr dan hukum yang berlaku. Keempat aspek
tersehut yaiths ¢
a) Aspek individu pelaku, andara lain seperti sifat tamak manusia, penghasilan

kurang mencukupi untuk hidup wajar;

b} Aspek organisasi, antara lain kurangnya teladan dari pimpinan, fidak adanya
kultur organisasi yang benar, lemahnya sistem pengendalian manajemen;

¢} Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat kondusif bagi terjadinya korupsi,
masvarakat kurang menyadari pencegahan dan pemberantasan korupsi,
menyalahartikan penilaian dalam budaya bangsa Indonesia.

d} Aspek peraturan perundang-undangan, antara lain kurang memadainya
koalitas peraturan perundang-undangan, Kurangnya sosialisasi, lemahnya
bidang evaluasi dan revist Undang-Undang;

2} Menurut Htham Gunawan®, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi o -
antara lain faktor politik atan yang berkaitan dengan kekuasazan, Hal ini sejalan

- dengaa nunusan yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa fakitor xekuasaanlah
yang menyebabikaa korupsi :

“Power tend to corrupt, but absovlule power corrupls absolutely™ (Kekuasaan

- ~memiliki kecenderungan untuk berlaku korup, dan kekuasaan yang absolut sadah
pasti berlakn korup);

3) Menurut Andi Hamzah™, penyebab terjadinya kerupst adalah : Kurangnya gaji
atay pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin
hari makin meningkat, latar helskang kebudayasn atau kultur Indonesia yang
merupakan sumber atau sebsh meluasnya korupsi, manajiemen yang kurang baik

dan kontrol yang kurang efektif dan efisien,

P BPKP, op.oit, him. 83-103,

* ftham Gunawan, Pestar Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosioclogis, Budaya, an
Politik, (Bandoog: Angkasa, 1990}, him. 14-22.

2 andi Hamzsh, Pentherantason Kerupsi Melalui Hukum Pidmna Nasiona dan
fnternasional, (Jakarta: PT. Raje Grafinels Persads, 2005), M, 1323,
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2. Tindak Pidana Korupsi Menurat Peraturan Perundangan Indonesia
2. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Saat ini Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam UU No.3l
Tahun 1999 yang mulai berlaku tangpal 16 Apgusius 1699, UU ini merupakan
penyempumasn dari Undang.Undang NoJ tshun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukem dalam masyarakat, khususnya dengan {erjadinya praktek-praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meiibatkan para penyelenggars negara dengan
pengusaha,”

Terhadap Undang-Undang No.31 tahun 1999, kemudian juga dilakukan
penyempurnaan / pergbahan melalul Undang-Uadang No.2G tahupn 208! tentang
Perubahan atas Undang-Undang No31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Alasan dilakokaanya perubshan terhadap UU No.1 tahun 1999,
gapat dikeizhul dari konsideran botir b UU Ne.20 tahun 2001, yaitu @

1) Untuk jebth menjamin kepastian hukum;

23 Menghindari keragaman penafsizan hukum dan memberikan perlindungan
terhadag hak-hsk sosial dan ekonomi masyaraka

3} Periakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana kerupsi,

Berdasarkan hal-ha! tersebut di atas, maka UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang berlaku saat ini adalah Ul No. 31 Tahun 1999 jo. UU Nea. 20 Tahun
2001,

b, Rumusan Tindak Pidana Kotrupsi

DPalam UU No. 31 Tshus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah direvisi dengan U} No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU Mo, 31 Tahun 1999 tentang Pomberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Tindak Pidana Korupsi adalal tindak pidana sebagaimana dinaksud dalam

* penyempumsan UU No. 3 tahun 1971 merupakan tndak lanjut dari TAP MPR No.
XI/MPR/ 1398 rentang Penyelenggera Negara yang Bersih dan Bebas Kompsi, Kolusi, dan nepotisme,
yang antare lain menetaplan agar diatur isbih lenjut deagen Undeng-Undang tentang upaya
pemberantason tindak pidana korupsi yang dilakukan dengen tegas, dengan melskspnskan secare
konsisten UU PTPE.
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pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal §, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal
12, pasal 12B, pasal 13 dan pasal 14. Sesuai perumusen ketentuan perundang-
undangan di atas, secara umom Korupsi diartikan scbagai sustu perbuatan melawan
hukum {menyalahgunaken kewenangan, kesempatan, atau sarana yvang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan) unituk memperkaya atau menguntongkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kevangan negara atau
perckonomian negara.

Dalam perspekfif hukum, definisi tindak pidana korupsi telah dirumuskan
secara gamblang dalam 13 Pasal UU No. 31/ 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Sesuai
Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana
karupsi.

Sesuai UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, perumusan tindak pidana

korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut : :

1) Kelompok tindak pidana korupsi yang dapat merugikan kevangan negara atan
perckonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999);

2) Kelompok tindak pidana korupsi penyuspan, baik aktif {(yang menyuap) maupun
pasif {vang menerima suap) (Pasal 5, 11, 12, 12B UU No. 20 tahun 2001);

3} Kelompek tindak pidana korupsi penpggelapan (Pasal 8, 10 UU Mo, 20 tabun
2001);

43 Tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan (Pasal 128 dan 12F UU No, 20
tahun 2001}

5} Kelompok tindak pidana korupsi yang berkaifan dengan pemborongan,
leveransir, dan rekanan (Pasal 7 UL} No. 20 tahun 20013

Perbuatan tindak pidana korupst vang sering ditemukan dalam praktik pads
umumnays adalah delik vang berhubungan dengan perbuatan vang merugikan
keuangan negara dan atau perckonomien negara. Mamun saal ind juga telah ada
proses penyidikan dan penuntulan terhadap delik penyuapan dan pemerasan seperti
kasus di Komisi Pemilihan Umumn, Kasus Jamsostek, dan Kasus Mahkamah Agung,

Pemahaman tindak pidana korupsi di perbankan karcna alasan kepemilikan
negara dalam permodalan bank atsu adanya hubungan keuangan Negara yang
digunzkan bank dalam rangka program penjaminan pemerintah. Bank milik negara
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diartikan sebagal badan ussha milik Negara/daemh (BUMN/BUMD) karena di
dalaminya terkandung unsur modal yang beragal dari keuangan/kekayaan negara yang
dipisabkan, seperti Bark Negara indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat
Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negars {(BTN), Bank Dacrah Khusus Ibukota
(DK1), Bank Perkreditan Daerah (BPD), Bank Jabar, Bank Pasar, dan sebagainya.
Dalam hal bank yang dijamin olch pemerintah tidak mampu membayar
kewajibannya kepada nassbah maka dana nasabah (deposan) akan dibayarkan
terlebih dshuly dengan dana program penjaminan pemerintah yang pada waktunya
akan dibebankan kepada bank dart hasil penjualan asset bapk, dan jika tidak
mencukupiftidak terbayar dapat menjadi beban/kerugian Negara, seperti pada Bank
Global Internasional, Bank Dagang Bali, Bank Asiatic, BPR Ciplo Artha Lestari
Surabaya.
Berikut ini beberapa Pasal terkait dengan tindak pidana korupsi yang berlaku
untuk semua pelakuy tindak pidana, termasuk bank-bank BUMMN:
1) Pasal 2 ayat (1) menetapkan :
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
divi sendiri atau orang lain atau sustu korporasi vang dapat merugikan kevangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat} tahun dan paling lama 20 (dua
puluh} tahun dag dendz paling sedikit Rp.200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah)
dan paling banvak Rp.1.000.000.000,00 (sata miliar rupiah)”
Penjelagan I:’asal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, mencpaskan :
“Yang dimaksud dengan “secora melowen hukum™ dalam Pasal ini mencakuyp
perbuatan melawaon hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaini
meskipun perbumian tersebut tdak digtur dolam peraturan perundang-
wndengon, romun apabila perbucton tersebut dianggap tercela karena tidak
sesui dengan rasa keadilon atou norma-norma kehidupon sosial dufam
masyaraket, ke perbuatan tersebut dapat dipidana”.
Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat terhadap ketentuan-ketentuan
tersebut, hal ini dinyatakan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomer 003/PUU-IV/2006, dalam perkara permohonan Pengujian
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3)
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Undang-undang Pemberantasan Tindak Pideaz Korupsi, yang menyatakan
bahwa kata “dapat” dalam fiass “yang dopat merugikon keuangan regara ciau
perekonomian negara”, pads Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- undang
Nemor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sebagaimana diubah dengan Undaag-undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta
penjclasan-perjelasannya dan kalimat, ©.. mawpun dolom orti moterill, yokri
meskipun perbucton tersebut tidok dioctwr dalam peratwran  perurndong.
wndangan namun opabila perbuatan tersebut dionggop tercela koveno tidak
sesuai dengan rasa keadilan ataw norma-norma kehidupan dolam mosyorakal,
marka perbuotem tersebwt dapat dipidana” dinyatakan tidak mengikat secars
hukum karsna bertentangan dengan Pasal 28D ayat {1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 2 ayat 2 menegaskan :
“Dalam hal Tindsk Pidana Korupsi sebagaimans dimaksud dalam ayat |
dilekukan dalam keadsan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan™.
Pasal 3 menetapkan @
"Setiap orang yang dengan wujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atay sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian nepara, dipidana dengan pidapa penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
20 {dua puluh) tahun dan dendz paling sedikit Rp.50.000.000,00 (tima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rapiak) *
Penjelasan Pasal 3 ;
Kata “dapat” dalam ketentuan ioi diartikan sama dengan penjelasan Pasal 27

Terhadap rumusan tindak pidana korapst tersebut, terdapat 2 hal peoting yang

periu mendapat perhatian. Pertama, sankst pidana yang ditetapkan sangat berat.

Menurut pemerintsh, bal ini disebabkan tindak pidana korupsi selain merugikan

keuangan negara juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi

masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagal exiraordingry crime dengan
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sanksi pidana yang berat. Hal ini juga tampaknya didorong oleh kenyataan bahwa
tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangal parah dan sulit diberantas.”’ Dalam
kenyataanya, beratnya sanksi pidana buokanlah jaminan bagi keberhasilan
pemberantasan tindak pidana korupsi, schagaimana dikemukakan oleh Prof. Andi
Hamzah : “Terdadi hal yang lucu di Indonesiz, jika orang membaca UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidananya sungguh mengerikan,
tetapi fak seovangpun yang dipidana seumur hidup, UU yang bam jugs mengatur
ancaman pidena matl, nammm tidak ada seorangpun yang dijatubi pidana mati.
Menurut Andi Hamzah, perlu kiranya diperhatikan babwa tindakan represif semala,
apalagi jika dilakukan dengan sefengah hati, tidak akan membawa hasil.
Penyempurnaan Peraturan Perundangan scbagai salah satu  sarana  dalam
memberantas korupsi memang diperlukan, namun sarana yang terpenting dalam
implementasi gdalah penegak hukum yang jujur, cakap, senia terjamin inlegritasnya
disertal political will pemerintah serta kesadaran masyarakat tentang perlunya ikut
serta memerangi korupsi 2

Secara teoritis, melaini 1JU semua hal atan perboatan dapat dipyatakan
sebagai tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, ramun pembuat UU yang
menggunakan nalamya hanya akan melakukan hal tersebut bila semua upaya atau
media lain gagal. Namun kapan hal itu dilakukan tidak mungkin dapat dipastikan,
tergantung pada situasi dan kondisi kehidupan masyarakat pada waktu tertentu ®

Pandangan tersebut sejalan dengsn Moddernman, ketika yang bersangkutan
di depan Maielis Rendah Belanda menyatskan : “Negara secara khusus wajib
bercaksi dan menindak pelanggaran hukum atau ketidakadilan vang tidak Jagd dapat

* Berdasarken laporan tahunan Transparency futernational tahun 2003 sampsi dengan whun
2007, Corruprion Perseption Index (TP Indonesia selaly berads pada ranking yang tergolong
rendsh, antars kain pads tabun 2083, ranking 122 dengan nilal CP7 1,9 {dari skala 1 sampat 10}, tabun
2657 bahkan memnburuk karena berads pada renking 143 dengen CPF score 2,3,

* Andi Hameah, op it bim. 56

# lan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2003), him, 27-
28.
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ditanggulangi secara memadai oleh sarana-sarana hukum lain. Pidana adalah dan
akan tetap harus dipandang sebagai “ultimum remedium’ >

Kedua, dalam penjelasan umumn UU No. 31 tahun 1999, dikemukakan bahwa
tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Artinya
suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah
memenuhi rumusan perbuatan pidana dalam UU tanpa harus menimbulkan akibat
yang merugikan. Dengan demikian, meskipun perbuatan yang dilakukan belum
menimbulkan kerugian negara, tetapi bila perbuatannya telah “dapat” dikategorikan
akan menimbulkan kerugian negara, maka pelakunya sudah dapat dihukum.
Demikian pula, meskipun hasil dari perbuatan korupsi telah dikembalikan kepada
negara, akan tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut dan
pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dipidana.

Adapun pengertian sifat melawan hukum formil dan materiil mengandung
arti bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan
dengan perasaan keadilan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal
2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999.

Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini kurang
berhasil terkesan lebih menyalahkan sistemnya, tetapi kurang berorientasi pada
peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalisme para penegak hukum
sendiri. Akibatnya, tidak jarang upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana
korupsi terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalahgunakan
kewenangan (abuse of power). Bahkan tidak jarang penegak hukum ikut menjadi
dalang dari suatu tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penyempurnaan
perundang-undangan, menurut hemat penulis tetap perlu dilakukan mengingat
pemberantasan tindak pidana korupsi bukan sesuatu yang mudah, namun upaya-
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap memperhatikan hak-hak

konstitusional warga negara. Semangat yang berlebihan dari pembentuk UU untuk

® 1bid.
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merumuskan tindak pidana korups! yang tidak scjalan dengan asas hukum yang
berlaku universal dan dijamin dalam UUD 1945 pada era sekarang fentu tidak mudah
dan akan menimbuikan keberatan masyarakat melalui Mahkamah Konstitusi (MK).”

Selanjutnya, pemerintah kiranya perlu lebih fokus dalam upaya penegakan
hukum (law enforcement) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dewasa
ini telah memperlihatkan tanda-tanda positif. Namun yang lebih penting Iagi adalah
menghilangkan / mencegab / menangani hal-hal yang menjadi penyebab tindak
pidana korupsi seperti yaug sejuk lama diserankan oleh Prof. Barna Nawawi, ..
bahwa strategi dasar penaoggulangan Xorupsi bukan pada penanggolangan korupsi
ity sendiri, melainkan pada penanggulangan “kausa” dan kondisi vang menimbulkan
terjadinya korupsi”. Penanggulangan korupsi lewat penegakan hukum pidana hanya
merupakan “penanggulangan simptomatik”; sedangkan penanggulangan kausa dan
kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi merupakan penanggulangan
kavsatif*
3. Modus Operandi Tindak Pidana Korupst di Sektor Perbankan

Praktik perbankan vang berindikasi tindak pidana korupsi teradi antars lain
dischabkan masth lemahnya funpsi pengewasan internal dan rendahnya komitmen
manajemen bank dalam menjalankan operasional bank Hal ini dapat dipengaruhi
oleh faktor Needs (kebutuban) untuk memperkaya dirl, Opporturity (kesempatan)
vang terbuka karena lemahnya pengawasan dan kewenangan jabatan, Greed
(keserakahan) yang tidak puas atas kenyataan hidup, dan Exposures (pengungkapan)
kasus-kasus penyimpangan yang twdak tramsparan dan obyektif karena pengaruh
kekuasaan, politik dan conflict of interest penegak hukum >

™ Dalam kaiten inf MK mefalui Putosan N, 003 7 PUU- I¥/ 2606 pada intinya menyatakan
Penielasan Pasal 2 avet {1 DU Mo, 31 ihan 1599 tidek mempuniya Rekosten hubum roengikat karena
bortentangan dengan UIUD 19435,

% Barde Nawawi, “Swetegi Kebijakan Kriminal Dalam Peoanggolengan Korupsi di
Indonesiz dan Analisis Terbadap UU N No. 3 7 191, (Makalah disampaikan pada Serninar Nasional
: Strategi Penanggulangan Korupsi di Indonesia dalarm Era Reformasi, Bogor, 30 Juli 1998), him. 5.

* M. Syamse Ardisasraita, “Kineria KPK Dalam Penunggutangan Tindek Pidana Korupsi di
Bideng Perbanken,” (Makalah disampsaikan pada Seminar Forum Kemunikesi Dircktur Kepatuban
Perbankan Bank Indonesis, Jakarta, 23 i 2003, blm. 3,

Universitas Indonesia

Peranan Bank..., Adhi P. Rahman, FH Ul, 2009



23

Beberapa kasus penyimpangan yang terjadi di perbankan yang berindikasi
tindak pidana korupsi dilakukan dengan modus operandi antara lain sebagai
berikut:**

a. Pengelolaan Dana Pihak Ketiga:

1} Memberikan suku bunga deposito di atas suku bunga yang tertera pada bilyet
deposito, yang pada saat jatuh tempo kelebihan bunga tersebut dibukukan
pada biaya lain-lain, schingga mengurangi PPh untuk Negara dan bank
menanggung blaya bunga yang lebih tinggi;

2} Teller yang merangkap sebagai customer service menunda pembukuan atas
setoran yang dilakekan nasabah, dan uang setoran yang dilakukan nasabah,
dan uang setoran yang diterima dipergunskan untuk keperluan pribadi,
sehingga pada saat nasabah akan menarik dananys menjadi beban/kerugian
bank;

3} Pegawai bank mengarmbil dana bank dengan cara mengaktifkan kembali
rekening nasabah yang sudah tidak akeif dan membebankannys kepada
rekening rupa-rupa pasiva, schingga terdapat pos gantung di bank sebagal
kewajiban bank;

4} Pemotongan PPh pasal 23 ates bunga fabungan, deposito, dan giro nasabah
tidak dilaporkan dan atau hanya sebagian disctorkan ke Kantor Kas Negara,
sehinggs Negara dirugikan,

b, Penempatan Dana Bank:

1} Penempatan dang bask Raln denpan tingket bunga vang Iebih tinggi dard
tingkat bunga pada dokumen, dan selisth bunga ditransfer ke rekening pejabat
bank, sehingga bank fidak dapat memperoleh pendapaten bunga yang
sehenarya;

2} Melskukan pinjaman uang antar bank denpan suku bunga melebili suko
bunga penjaminan pemerintah, yang selanjutnya di rekavasa menjadi deposito
atas nama salab satu direktur baok kreditur, dan pada saat jatuh fempo

* i Pengkajisn SPKN BPKP, Upaya Fencegubun don Penanggniangan Kerupsi Poda
Pangelcloan BUMNBUMD don Perbordan {Jekorta; Pusdiklat BPKP, 2002, him, 15,

Unlversitas Indonesia

Peranan Bank..., Adhi P. Rahman, FH Ul, 2009



24

atag nama salzh satu direktur bank kreditur, dan pada saat jatuh tempe
deposito  tersebut dicairkan dengsn menggunakan dana dari  program

penjaminan pemerintah,

¢. Pemberian Kredit:

H

2}

3)

4

5)

7

Pemberian kredit kepada pihak terkait bank dengan bunga vang lebih rendah
dari bunga deposito dan sumber dananya berasal dari kredit bank tersebut;
Pemberian fasilntas kredit konstruksi deagan jaminan kontrak pekerjaan fikdif
Pemberian fasilitas kredit kepadn pihak terkaitkeluarga peiabal dengan
jaminan personal guaroni¢e, dun pada ssal kreditnya macet, kredit
dihapuskan;

Pemberian kredit kepada perusahaan forkalt melabis perusabiaan mudil finonce
dengan tujuan untuk menghindari BMPK, vang skhimya kredit menjadi
macet dan menjadi beban bank;

Pemberian fasilitas over drgff kepada debitur bermasalah tanpa melakui
analisa yang baik karena adanya kerjasama dengan pihak pejabat bank,
sehingga kredit menjadi macet dan menjadi beban bank;

Pemberian fasilitas kredit melalui pencrbitan Letter of Credit {L/C) fiktif
dalam rangka transaksi perdagangan lvar negeri, yang tidak ada asset
recovery,

Pencairan bank garansi yang tidak didukung kontra jaminan karena adanya
kerjasama antara pihak bank dengan nasabab bank, dan bank menanggung

rugi.

Prakiik Korupsi di Indonesian Dalam Kaitanaya Dengan Peranan Bapk

Indonesia

Korupsi di Indonesiz sudah meniadi sebuah system {system corruption)

sehingga dipandang bukan lagi sehuah penyimpangan tetapt hal yang wajar sshagai
bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat serba membolehkan terhadap
praktik korupsi di sekelilingnya. Berdasarkan data Tramsparency Internationol

{organisasi non-pemerintah yang mendorong pemberaniasan korupsi) mencmpatkan

Indonesia sebagai Negara paling korup dunia dengan nilal Indeks Persepsi Korupsi
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(1PK} tahun 2005 adaleh 2,2 {nilai nol sangat korup daa nifai 10 sangat bersih) vaitu
jstuh pada urutan ke-137 dari 159 negarg yang disurvey. Tingkat korupsi tersebut
terutania dikaitkan dengan urusan fjin-fjin usaha, pajak, pengadaan barang dan jasa
pemerintah, bea cukai, pungutan liar dan proses pembayaran termin-termin proyek.®

Secara wmum praktik perbankan yang berindikasi pidana ferjadi karena
lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan {compliance oriented supervision), seperti
beberapa dugaan kasus korupsi yang terjadi di Bank Mandiri, Bank BN, Bank BRI
Dengan kata lain fungsi otoritas pengawas (baik Bank Indonesia maupun internal
bank) kurang optimal daslam melakukan penpawasan ferbadap pralktik-praktik
perbankan yang tidak sehat, dan hal ini merupakan salah satu faktor kendala dalam
mewujudkan GCG di bidang perbankan.

Pola pengawasan bank atas dasar Finoncial audit vang cenderung menilai
kinerja keuangan bank berdasarkan peraturan yang berlaku seperti pemenuhan Giro
Wajtb Minimom (GWM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK},
pcﬁyampaian Iaporan bank, proses pemberian kredit dan penyelesaiannya, masih
dirasakan kurang mendukung dalam mendeteksi atsu mencegah adanya tindak
pidana i sektor perbankan, mengingat tidak ada/kurangnya Kompetensi pengawas
bank mengenal aspek-aspek hukum untuk menemukan sebab akibat dan bukti-bukii
pendukungnya, seperti mark up nilai kredit dan agunan, rekayasa pemberian kredit
untuk pihak terkait, rekayasa penempatan dana milik yayasan/dana ponsivn melalui
deposito [:aalsu,36

Secara internal baok, fungsi Dewan Komisaris jugs sangat berperan terhadap
lemahnya sistem pengawasan internal bank, hal ini disebabkan pengarub peran
pemegang saham pengendali yang manduinya fungsi pengawasan Dewan Komisarig
sebagai akibat dari kurang/tidak adanya independensi, kompeten dan komitmesn. Di

* Teufiequrachman Ruki, “Peran KPK dan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Prakiek
Korupsi di lndonesis.® {Makalah dissrspaikan pada SESPIBI Angkatan ke-27, Jokaria, 29 Juni 20086},
R, 10,

¥ Hendrikus Ivo,"Optimalisasi Good Corporate Governance di Sekior Perbankan: Suatu
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,” {$dakalah disusen dalam rangka memenubit salab satu

presyaratan Sckolah Stef dun Pimpinas Baok Indonesia (SESPIBI) Angkatan ke-27, Jakarts, Judi
2006}, blm. 15.
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Direksi, serta pengambilan keputusan yang kurang efektif cepat dan fair schagai
akibat komposisi Direksi/Dewan Komisaris”

Keberadasn Komisaris Independen sangat dibutubkan untuk membentuk
sttuasi yang kondusif dalam menerapkan GCG di mzna Komisaris Independen dapat
memberi pandangan dengan tingkat independensi dan akentabilitas yang tinggi, serta
untuk meningkatkan kapabilitas Dewan Komisaris, sehingga efektivitas kerja Dewan
Komisaris menjadi optimal.

Kemudian, dalam rangka Jow enforcement terhadap tindak pidana di sekior
perbankan, Bank Indonesia saat ini telah melakukan kerjasama dengan Kepolistan
Rl, Kepaksaan Agung RI, dan berjalan dengan baitk. Nameoen demikian, khusus uniuk
pencegahan atgu penanganan prakiik perbankan yang berindikasi tindak pidana
korupsi belum pernah dilzkukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Konipsi
(KPK). Kerjasama dengan penegak hukum yang khusus menangani korupsi
diperlukan karena mengingat saat ini masih dirasakan kurangnya pengetabuan para
penyidik tentang operasional dan regulasi perbankan. Melalui kerjasama dengan
KPK dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di sektor perbankan
akan memberikan fedback yang baik bagl peningkatan kemampuan pengawas bank
di samping dapat mengoptimalkan pelaksanaan GCG di sektor perbankan.®® Selain
itu tindak pidana korupsi seringkali ditkuti dengan tindak pidana pencucian uang
sebagai upaya untuk menyembunyikan asal-usul vang hasil tindak pidana korupsi
tersebui, sehinggs diperlukan peran darl Pusat Pelaporan Atas Transaksi Keuangan
{(PPATK) scbagal upsys pencegahan dan pemberantasen findak pidana korupsi
dengan menjalankan kefenhian-ketentuan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Pencucian Uang (UUTPPU)

5. Implementasi Ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

¥ Ibid, bim, 15-16.

3 Ibid., Wm, 16.
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5. Implementasi Keteutuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Pada umumnya, implementasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia selama inf masib belum optimal, Hal ini torutamma discbabkan perilaky
korup dalam kehidupan masyarakat sudah tertanam lama, khususnya pada ez orde
baru dimana penegakan hukum kerap diinfervensi oleh penguasa. Disamping iy,
meskipun sejak tzhun 1957 telah terbit peraturan No. PRT/PM 06/1957 tentang
Pemberantasan Korupsi, namun tidak segera dibarengi dengan pembentukan
Lembaga / Komisi yang khusus menangani korupsi yang memiliki kewenangan
extraordinary dan bersifat independen, scperti halnya lembaga serupa di berbagai
negara lain.

Upaya membangun masyarakat sadar hukum sejak tabun 1970-an telah
dicederai dengan ketetdibatan aktif petinggi hukum dan aparat penegak hukum dalam
perilakn  koruptif. Perbuatan tersebut tslah menurunkan secara drastis tingka:
kepercayaan masyarakat ferhadap lembaga penepak  hukum. Akibatnya
pemberantasan tindak pidana korupst di Indonesta seperti berjalan di tempat.™

Penegakan UU Korupsi di sekior perbankan secars umum tidak mengalami
kendala. Namun, mengingat UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Xorupsi (PTPK) menggunzkan pengertian-
pengertian vang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kenangan negara, UUD 1945
dan adanya berbagai UU ierkelt yang pengalurannya tidak sejalan, maka
implementasi UU PTPK bagi bank-bank BUMN mengalami berbapai kendala /
permasalahan yang disebabkan perbedasn pendapat mengenai konsep keuangan
negara, antara lain :

a. Apakah asset PT. Bank BUMN (Persero) termasuk dalam keuangan negara ?
Pertanyaan ini penting bagi bank-bank BUMN mengingat apabila asset PT. Bank
BUMN dimaksud merupakan kekayaan negara, maka setiap kerugian termasuk
yang timbul sebagai akibat rislko bisnis, merupakan kerugian negara dan harus

dipertanggungjawabkan secara hukum oloh pengurys maupun karyawan bank

¥ Romli Atmasasmita, “Rasa Male dan Jora untuk Korupst,” Kompas, (22 Agustus 2008),
him. 8.
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BUMN masing-masing. Untuk menjawab hal tersebut perlu diperhatikan beberapa

ketentuan sebagai berikut :

1) Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
antara lain menegaskan bahwa Perusahiaan Persero (selanjutnya disebut
Persero) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya
terbagi dalam saham, yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki
oleh Nepara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan;*

2} Selanjutnya dalam Pasal 11 UU No. 19 tahun 2003 tersebut diatas ditegaskan
bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang
berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas (sekarang UU No. 40 tahun 2007);*

3) Sesuai Pasal 7 ayat (6) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya
disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).*

Berdasarkan hal tersebut diatas, BUMN Persero adalah badan hukum berdasarkan
UU Perseroan Terbatas yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan
pemilik dan pengurusnya. Adapun karakteristik suatu badan hukum adalah adanya
pemisahan harta kekayaan badan hukum dari kekayaan pemilik dan pengurusnya.
Sesuai Pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan fatwa
Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006,
kekayaan BUMN Persero sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara.*’

® Indonesia, Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 tahun 2003,
LN No, 70 Tahun 2003, TN No. 4297, Ps. 1 ayat (2).

1 fbid., Ps. 11.

12 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No.
106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 7 ayat (6).

‘1 Menurut Prof. Erman Rajagukguk, penjelasan Pasal 2 UU 17 tehun 2003 masih
mengandung kerancuan, Demikian pula dalam PP No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Negara atau Daerah, terjadi kesalahan pula karena tidak memisahkan antara kekayaan BUMN
Persero dan kekayaan negara sebagai pemegang saham, Erman Rajagukpuk, op.cit., him. 2-4.
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Meskipun demikian, dalam kenyatzanya aparal penegak hukum masih
menganggap bahwa kekayaan PT, Bank BUMN merupakan bagian dari keuangan
negara, sehingga kerugian yang mungkin ditimbulkan suaty bank BUMN dituntut
sebagai suatu tindak pidana korupsi. Antara laip misalnya tuntutan tidak pidana
korupsi terhadap Dirut, Wakil Dirut dan Direktor Bank Mandiri karena dituduh
memberikan kredit yang kemungkinan macet sehingga “dapat” merogikan bank
BUMN terscbut, dinilai merugikan keuangan negara. Padahal kredit dimaksud
pembayaran bunga dan angsuran pokoknya masih lancar sampai akhir 2005 dan
kredit dimaksud baru akan jatuh tempo pada September 2007.%

Rumusan Pasal 2 avat (1) dan penjelasan Pasal tersebut serta rumusan Pasal 3
dan penjelasannya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Hal ini mengingat
rumusan tindak pidana korupsi merupakan delik formil sehingga untuk twrjadinya
tidak pidana korupsi tidak perlu dibukiikan adanya kerugian, tapi cukup jika
perbuatan memenuhi romusan ketentuan sekalipun tidak terladi kerngian negara,
Disamping itu unsur melawan hokum delam tindak pidana korupsi melipati
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, Para pegawai dan
pengurus bank khawatir ustuk mengucurkan kredit karena takut diadili apabila kredit
serba ragu dan serba salah schingga langsung atau  tidak  lungsung akan
mempengaruhi kinerja dan produktivifas keria masyarakat, terutama bagi mereka
yang berhubungan erat dengan Keuangan negara seperti » Dircksi dan karyawan bank
BUMN, pepawal negeri sipil, perusahasn-perusahasn swasta yang memiliki kaitan
bisnis dengan atau mendapat pekerjaan darl pemerinteh. XKondisi ini, justru dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Terlepas dari scal perbetizan konsep keuangan Negara vang menjadi
permasalahan uniuk implementasi UU PTPK, sebenarmya Indonesia  sudah
meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bengsa Anti Korupst tahun 2003 {(Unifed

" 0.C. Kaligis dan Associates. Kumpudan Kasus Menarik - Jilid 1 (Jakarta, 2007), him, 587
589,

* Sulistiono Kertawacana, “Perlu Dekriminalisast di Perbankan™ Kompas, 10 Maret 2005),
him. 6.
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Nations Covention Against Corruption, 2003} dengan Undang-Undang Nomaoy 7
Tahun 2006. Konvensi terschut meneniukan babwa korupsi fidak hanya perscalan
dalam sekior publik di suatu negara akan tetapi juga termasuk sektor swasta, Hal ini
ternyata dalam penjelasan huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut
yang menyebutkan lingkup pengaturan Konvensi mengenai tindak pidana korupsi.
Jadi berdasarkan ketenfuan tersebut meskipun ada perbedaan pendapat mengenal
konsep keusngan negara, apabila kita melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006, scharusnya perbedaan pendapat mengenai konsep keuangan negara
terssbut tidak lagi menjadi masalah untuk menentukan apakah suatu tindak pidana
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atam tidak. Dalam kaitannya
dengan permasalzhan implementasi UU PTPK dalam sektor perbankan, maka suatu
perbuatan yang merugikan keuangan Bank, ferlepas apakah Bank tersebut Bank
BUMN atau Bank swasta, apabila kita menijuk peda Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006 dapatlah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, meskipun dalam
hal Bank Swasta tidak terdapat unsur merugikan keuangan negara dan kemudian
terhadap tindak pidana tersebut diberlakukan ketemtwan di dalam UU PTPK,
sebapaimana telsh dischutkap dalam ketentuan pasal 14 UU PTPK vaitu bahwa
seliap orang vyang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secars tegas
menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut scbagai
tindak pidana korupsi berlaku ketentuan UU PTPK.

b. Apakah isu / perberitaan media massa mengenai adanya pejabat / Karyawan bank
yang melakukan tindak pidana korupsi di bank BUMN berdampak buruk bagi
bank terscbutr 7
Dari hasil wawancara Penulis dengan Komisaris Bank Mandiri, diperoleh
informasi bahwa pemberitaan tindak pidana korupsi sempat mcnﬁmnkam
semangat kerja karyawan dan kehati-hatian yang berlebihan®®. Disamping itu,
dengan terjadinya pemberitaan di media massa (sekitar Mei 2005} berpengaruh

*6 Wawancara Penilis dengan Komisaris Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2008,
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puia terhadap penuronan harga saham, walaupun kemudian meningkat kembali,
Setelah putusan MA ditetapkan tenggal 13 September 2007 yang menghukum
para mantan Pejabat Bank Mandirt tersebut, harga saham Bank Mandiri kembali
turun.
Pemberitaan media massa afas tuduhan korupsi kepada para pejabat Bank Bukopin,
juga mempengarchi kinerja pegawal seperti ferjadi pada Bank Mandiri. Selain ftu
berita media massa juga berpengaruh terhadap turunnyz harga saham Bank Bukopin,
bahkan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kasus kredit macet PT. Agung
Pratama Lestari (APL) telah diberitakan media massa secara gencar sejzk minggu
ketiga Juni 2007 vang berawal dari pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
terhadap Kepala Dolog Subdivisi Regional XI Jember, yang kemudian menjadi
tersangka atas kasus pembelian fiktif gabah sebanyak 12.600 ton atas perintah
Kepala Badan Urusan Logisttk (Kabulog) Widjanarko Puspoyo. Kasus tersebut
diangkat kembali sctelah Kepala Kejsksaan Tinggt Yawa Timur diangkat menjadi
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), dimana diberitakan bahwa
Kejaksann Agung felah menctapkan 1] tersangka (10 orang dari Bank Bukopin, 1
orang Direktur PT' APL}. Menurut pendapat penulis tuduhan korupsi oleh Jaksa
- Agung terhadap para Pejabat Bank Bukopin sangat memprihatinkan dan periu segoera
direspon oleh pihak-pihak terkait, mengingat Bank Bukopin tidak tergolong Bank
BUNN (psmerintah hanya memiliki saham di Bank Bulkopin sckitar 13%;).
¢. Apakah upaya penyelesaian ron performing loan bank BUMN oleh debitar dapat
dilakukan dengan cara hadr cut, scbagaimana lazim dilakukan oleh bank-bank
lainnya yang memiliki kredit non lancar 2
Dalam kaitan ini Menkeu telah menyampaikan surat kepada MA dengan No, 8-
324/MA.0172006 tanggal 26 Juli 2006 perihal Permohonan Fatwa Hukuin Revisi
Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2005,
Terhadap permasalahan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan UU No.
18 7 2003, UU No. 1 / 2004 dan UL} No. 45 /7 1960, MA menjelaskan bahwa
penjelasan Pasal 2 ayat {1) Ul PTPK tersebut tidak mempunyal kekuatan hukum
secara mengikat. Berdasarkan hal tersebut MA menyatakan bahwa PP No. 14 tabun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan Plutang Negara / Daerah revisi dapat dilakukan
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seperfunya. MA antara lain memberikan fatwa dengan menunjuk beberapa ketentuan

Uy, antara fain ;
1} Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 / 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

2}

3)

(BUMN]), bahwa modal BUMN merupaken modal yang berasal dari
kekayaan nepara yang dipisahkan, dimana dalam penjelasan Pasal dan ayat
tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisabkan adalsh
pemisahan kekayean negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{APBN) untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN, untuk sclanjutnya
pembinaan dan pengeloleanya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN,
namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip
perusahaan yanyg sehat;

Dalam Pasal | angka 6 UU No. | / 2004 teatang Perbendaharaan Nepara
disebutkan, pistang negara adalah jumlah vang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Pusat dan /stau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinifai dengan
uang schagai akibat perianjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan lainnya yang sah, Oleh karena iftu piutang BUMN
bukanlah pintang negars;

Pasal 8 UU No. 49 PRP tabun 1960 dan Pasal 12 ayat (1) mewajibkan
instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara untuk menyerahkan
plutang-piutangnva yang adanya dan besamya telah pasti menurut hukem
akan tetapl penanggung hutangnya tidak maw melunasi sebagsimana
mestinya kepada PUPN, namun ketentuan tentang ptutang BUMN dalam UU
No. 42 PRP tahun 1960 tersebut tidak iagi mengikat secars hukum dengan
adanya U No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang merupakan UU khusus
{lex spesialis) dan lebih baru dari UU No. 49 PRP tahun ]1960.

Dialam praktek, meskipun telab ads fatwa MA tersebut dan Pemerintah telah

menerbitkan PP No. 33 tabun 2006, namun wpaya Acir cut dalam rangka

penyelesaian kredit non lancar oleh debitur menurut penelitian Penulis belum
dimanfaatkan oleh bank-bank BUMN mengingat adanya Kkeberatan darl pihak
Kejaksaan dan BPK, sehingga masih barus dicari solusinya.
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B. Peranan Bank Indonesia Dalsm Mitigasi Tindak Pidana Korupsi Pada
Sektor Perbankan Nasional

§. Peranan Bank Indonesia Dalam Mendorong Implementasi Ketentuan
Undang-Undang Pemberaniasan Tindak Pidane Korupsi

Berdasarkan UU RI No23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia schagaimana
telah diubah dengan ULJ RI No.3 Tahun 2004 jo. UL RI No. 6 Tahun 2009, Bank
Indonesia memiliki kewenangan : memberikan izin (righ to license), mengatur (right
1o regulate), mengawagt (right 1o control} dan mengenakan sanksi (right fo impose
sanction) kepada perbankan.

Khusus mengenai penanganan tindak pidana di sektor perbankan, saat ini
Bank Indonesia telah melakukan kerjusama dengan kepolisian RI dan Kefagung RI
dan kerjasama tersebut telah berjalan baik. Demikian pula kerjasama dalam rangka
penanganan tindak pidana korupsi telah dilakukan dalam bentuk MOU antara B!
dengan KPK tahun 2006 dan dengan dibuainya kesepakatan Pedoman Pemeriksaan
Khusus Bersama Bl - KPK pada Bank Umum pada tanggal 23 Juni 2008.

Upaya pencegahan tindak pidana perbankan dipengaruhi oleh baik buruknya
pelaksanaan GCG di bidang perbankan. Sejak diperkenalkanriya konsep GUG secara
luas, perbankan Indonesia telal berupaya mencrapkan GCG walaupun masih dalam
tahap awal dan lebih merupakan compliance issues dar suatu budaya korporasi.
Adapun penerapan GCG oleh perbankan antara lain tercermin dalam bentuk:*

a. Penyusunan manual GCG;

¥ mdnans Ivands, *Peranen Bank Indonesia Dalam Pengsturan dan implementasi Ketentuan
Tindsk Pidansy Korups? Lintuk Meadorong Peran Peran Perhenkan Dalam Perckonomias Masional,”
{dakalah distsun delam rangks memenuhi saleh satu persyaraten Sekolab Staf dan Panpinan Bank
ndonesis (SESPIBD Angkatan ke-28, takaria, 23 Agustus 2008}, him, 27.

® rbict

Univergitas ndonegla

Peranan Bank..., Adhi P. Rahman, FH Ul, 2009



34

b. Pembentukan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, seperti Komite Risiko,

Komite Renumerasi dan Nominasi serta Komite Audit;
Bank — Bank juga telah menunjuk Direktur Kepatuhan;
Beberapa Bank telah mengeluarkan instrumien untuk mengukur efektivitas
penerapan  GCG, diantarsnya pengukuran langsung melalui penilaian dari
perusahaan rating atau pengukuran tidak langsung melahit pengukuran profir
margin, kineria saham bank, dan lain-lain.

Implementasi penerapan GUX disektor perbankan berjalan lamban, sebagai

akibat rendahnya kesadatan dan pemahaman akan good governance, indikatornya:™

a.
b. Masih banyak bankir yang melihat peraturan sebagai hambatan;
¢,
d

Masih banyak temuan praktek tidak sehat dibidang perbankar;

Masih kentalnya vested inferest,

. Implementasi governonce dianggap cost, sedangkan intangible benefitnya tidak

dirasakan dalam jangka pendeic;
Karens kinerja manajemen dinilai delam jJangka pendek, mereka cenderung
berorientasi pada pencapaian finansial jangka pendek.

Selanjuilnya implementasi ketentuan penerapan GCG dan Undang-lindang

Tindak Pidana Korupst lebih diakomodast melalul deskripsi fugas pengawasan bank
oleh Direktorat Pengawasan Bank antara lain sebagai berikut:®

a.

Melaksanakan pengawasan bank berdasarkan pendekatan pengawasan berbasis
risiko {Risk Based Supervision);

Melakukan analisis dan menindaklanjuti laporan-laporan vang diterima sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yang berasal dari pihak internal maupun eksternal
Bank Indonesia;

Melakukan penilaian fif emd proper terhadap pemegang saham pengendali,
pengurus, dan pejabat eksekutif bank vmum serta pemimpin kantor perwakilan;

% Maulana brehim, “Hambatan dan Tantangan Pencrapan Prinsip-Prinsip Goversunce di

industrl Pesbankan,” {dakalah disampaikan pada roumd fable discussion keoram PPSK B, Jokarta 12
Desember 2007), him. 12,

* randa, op, cif,, him. 27-28.
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Melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS} dan Komite
Koordinasi dalam penanganan dan penetapan langkah-langkah tindak lanjut
pengawasan bank umum konvensional yang ditetapkan dalam status pengawasan
kKhuesus,
Melakukan analisis temuan hasil pengawasan sebagai bahan masuken kepada
pihak terkait fermasuk menyusun laporan penyhrmpangan/pelanggaran yang
dilakukan cleh individual bank dan sekelompok bank terfentu sebagai bahan
pertimbangan penvelidikan {TIPIBANK).

Terkait dengan modus operamdi TIPIKOR Bank Indonesia sudab

mengakomodasi pula melalui berbagal ketentuan, antars lains™

a.

Pemberian fasa girofspecial rate/fee Kkepada pribadi  pejabat  {(PBI
No.5/25/0B12003 tentang Fit and Proper Test pasal 25 dan 26},
Penyimpanan  dana  pemerintah  dalamm  rekening  pribadi  pelabat (8B
No.3/29/DPNP gt I3 Des 2001 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah}.
Pemberian fasilitas istimewa kepada pejabat (PBL No.8/4/PBI2006 sebagaimana
yang telah divhah dengan PBi No 8/14/PBU2G046 tentang Pelaksanaan GOG Bagt
Bank Umum pasat 18 dan 37).
Pemberian insentifhonor kepada pepsbat tertentu {(PBl No.8/4/PBL2006
schagaimana vang teiah dinbah dengan PBI No8/14/PBI2006  tentang
Pelaksansan GCG Bagi Bank Umum pasal 31).
Rank tidak melapor kepada PPATK (PBI No.3/16/PBI/200F sebagaimana yang
telah divbah dengan PBE No.5721/PBI2003 tentang Penerapan Frinsip Mengenal
Nasabah pasal 14).

Selain hal terscbut diatas, Bank Indonesia juga telah menyampaikan surat

masing-masing tanggal 28 Oktober 2005 dan tanggal 22 Desembier 2005 yang pada
intinya meminta kepads Bank-Bank sgar tidak memberikan hadiah/insentif kepada
nasabah dan atau pihak lain, kecuali dilakukan secara fransparan, kriteria jelas, tidak

1 1bid. him. 28,
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bersifat diskriminatif, harus disertaj tanda bukti, dan sejalan dengan ketentuan yang
berlaku.*

Dalam kesepskatan BI dan KPK mengenal Pedoman Pemerikszan Khusus
Bersama Pada Bank Umum untuk Penyelamatan Keuvangan Negara pada tanggal 23
Juni 2008, diatur prosedur pemeriksaaan khusus bersama BI dan KPK terhadap bank
umum sebagal upaya penyelamatan kevangan negara dengan tetap menjaga
kelangsungan usaha bank. Kesepskatan dimaksudkan agar terdapat prosedur yang
jelas, sehingga informast yang diperivkan oleh KPK bisa didapatkan, dan di sisi fain
bank juga tidak gamang. Melalui kesepakatan pedoman pemeriksazan bersama BI-
KPX ini, Bank Indonesia ingin berkontribusi dalam penyelamatan keuangan negara,
terutama yang berada di perbankan. Seperti diketahiui, pengelolaan sebagian besar
keuangan negara berada di perbankan. Oleh sebab itu manfaat ateu keuntungan atas
pengelolaan terscbut harus dikembalikan pada Negara.™

Berdasarkan hal tersebut di gtas, jelas bahwa meskipun Bank Indonesia tidak
memiliki kewenangan yuridis untuk menangani tindak pidana korupsi di sektor
perbankan, namun Bank Indonesia senantiasa terus berupaya untuk membanka

penegekan UL PTPX sesuai denpan kewenangan yang dimiliki.

2. Straiegi Pelaksanaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidaoa
Korupsi

Penyiapan strategi pelaksanaan UU PTPK didasarkan pada pendirian bahwa
setiap Undang~-Undang vang telah disahkan cleh otoritas yang berwenang barus
dipatuhi oleh perbankan, meskipun Undang-Undang terschut  didalamnva
mengandung berbagai kelemahan atay dinilal diskriminalif bagi sebagian kelompok
perbankan.

Dalam kenyataannya, sebagaimana telah divraikan scbelumnya, UU PTPK
vang berlaku saat ini bersifat diskriminatif atau membedakan berlakunya ketentuan
berdasarkan subyeknya, yaitu bgnk BUMN atau bank non BUMMN. Adapun

2 mid.,

2 Ihid,
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pembedaan subyek dapat dipahami apabila dilakukan secara konsisten dan tidak
bertentangan dengan konstitusi/UUD 1945, Namun dalam berbagai kasus, antara lain
kasus Bank Mandiri, polenst terjadinya kerugian negara sudab menjadi alasan bagi
penuntutan dan pemidanaan terhadap Direksikaryawan Bank Mandiri, Sementara
menurnt UUJ PT, BUMN Perseroan yang sebagian besar modalnya berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan tunduk pada UU PT dan kerugian yang terjadi
pada BUMN merupakan kerugian perseroan, bukan kerugian negara,

Selain itu, pengertian kewangan nepara diatur di dalam berbagai Undang
Undang secara tidak seragam sehingga dapat menimbulkan kesimpangsivran dalam
pelaksanaannyz. Namun dalam praktek pihak penuntut smum maupun pengadilan
sering kali mengambil pengertian yang paling memberatkan bagi pelaku yang berasal
dari perbankan BUMN, sehingga pengurus / keryawan merasa takut melaksanskan
pekeriaan operasional mengingat ancaman tindak pidana korupsi menurut UU PTPK
sangat berat, Hal int akan berdampak burok bagi kinetja perbankan BUMN, apabila
tidak segera dicari solusinya.

Dalam mengatasi kesimpangsiuran apakah perbankan BUMN dinilai tunduk
kepada UJU PT atzu tidak, schenamya telah ada fatwa MA yang pada intinya
menepaskan bahwa modal BUMN perserc merupakan modal vang berasal dasi
kekayaan negara yang dipisahkan sehingpa terpisah dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Untuk selanjutriyz pembinaan dan pengelolaanya tidak lagt
didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan
yang schat, Namun demikian, di lapangan pihak penuntut dan Pengadilan masih
belum sepakat dengan pendirian MA tersebut sehingga ketakutan pengurus/karyawan
bank BUMN masih terus mengpantung dan dalam jaogka panjang tidak kondusif
dalam rangka peran perbankan sebagai lembaga intermediast dan motor pendorong
pembangunan nasional.

Selain itu sebenarnya Indonesia sudab meratifikasi Konvensi Perserikatan
Bangss-Bangsa Antl Korupsi twhun 2003 (Unired Nations Covention Against
Corruption, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Konvensi tersebut
menentukan bahwa korupsi tidak hanya persoalan dalam sektor publik di svatu

negara akan tetapi juga termasuk sektor swasta, Hal ini ternyata dalam penjelasan
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huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahur 2006 tersehut yang menyebutkan lingkup
pengaturan Konvensi mengenai tindak pidana korupsi. Jadi berdasarkan ketentuan
tersebut meskipun ada perbedaan pendapat mengenai konsep keuangan nepars,
apabila kita melihat ketentnan Undang-Undang MNomor 7 Tahun 2008, scharusnya
perbedaan pendapat mengenai konsep keuangan negara tersebut tidak lagi menjadi
masalah untuk menentukan apskah suatu tindak pidana dapat dikategorikan schagai
tindak pidana korupsi afau fidak. Dalam kaitannya dengan permasalzhan
implementasi UL} PTPK dalam sekior perbankan, maka suatu perbuatan yang
merugikan keuangan Bank, terlepas apakah Bank tersebut Bank BUMN atau Bank
swasta, apabila kita merajuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dapatiah
dikategorikan sebagai tindak pidapa korupsi, meskipun dalam hal Bank Swasta tidak
terdapat unsur merugikan keuangan negara dan kemudian terhadap tindak pidena
tersebut diberlakukan ketentoan di dalam UU PTPK, schagaimana telah disehbutkan
dalam ketentuan pasal 14 UU PTPK yaitu bahwa sefiap orang yang melanggar
ketentuan Undang-Undang yang secara fegas menyatakan bahwa pelanggaran
terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebaga! tindak pidana korupsi berlaku
ketentuan UUJ PTPK. Berdasarkan hal fersebut seharnsnya pencrapan UU PTPK
tidak periu lagi bersifat diskriminatif yaitu dengan memperuntukkan kstestuan-
ketentuan UU PTPK terhadap bank-bank BUMN saja, akan tetapi ketentuan-
ketentuan UU PTPK seharusnya juga dapat dibsriakuken kepada bank-bank swasta
apabila di dalamnya tordapat perbuatan dari pejabal benk yang berindikasi tindak
pidana korupsi tanpa mempenmasalahkan adanya kerugian Negara atau tidak.

Agar permasalahan ini tidak berlarut-Taret dan kontra produktif bagi
perekonomian nasional, maka penulis berpendapat perlu dilakukan fangkah-langkah
penyelesaian sebagai berikul
a. Bank Indonesia mengambil inisiatif unfuk mengundang perbankan BUMN,

asosiasi-ascostasi perbankan untuk duduk bersama dalam rangka penyamaan

persepsi schingga dapat dihasitkan keputusan :

1) Stratepi yang tepat untuk depat melaksanaken UL PTPK yang tidak
bertentangan dengan semangat LU PTPK, misalnya dalam proses pemberian
kredit Standar Operasional Perkreditan {(SOP) disusun sscara rinci dan
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sebelum SOP tersebut digunakan, terlebih dahulu dibahas dengan otoritas
penegak hukum (Kejaksaan dan KPK).

2) Memberdayakan komunikasi publik yang efektif dan terus-menerus mengenai
permasalahan yang dihadapi perbankan BUMN dalam penerapan UU PTPK,
schingga publik mengetahui dan dapat memberikan opini serta dukungan
mengenal langkah-langkah yang dapat diambil.

b Bl wewmprakarsal Forum Komunikesi pelaksanaan UU  PTPK  yang
keangpotaannya terdiri dari Bank Indonesia, KPK, Kejeksazn, Asosias
Perbankan, Banic-bank BUMN yang tugasnys membahas permasalahan yang
timbui sehubungan dengan pelaksanann Ul FTPK pads perbankan BUMN,

¢. Bl memprakarsai antuk melakokan kajlan bersama KPK, Perbankan BUMN,
Asosiasi Perbankan, Akademist mengenai penmasalshan yang ada terkait dengan
aturan dan implementast UU) PTPK,

Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan perbankan BUMN memiliki acuan
“yang jelas untuk melaksanakan ketemtwan UL PTPK yang sesvai dengan harapan
-oboritas  penegak hukum  sehingga menumbuhkan ketenangan  kerja  dan
meningkatkan kinerja perbankan BUMN sena menghindari kesimpangsiuran
- pelaksanaan katentuan UU PTPK.

3. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pencegaban Tindak Pidanz Korupsi di Sckioy
Ferbankan
a, Good Coorporate Governance
1) Pengertian Good Coorporate Governance
Good Coorporate Governance (GCG) menurut Cadbury Committee™
diartikan sebagzi seperangkat peraturzn yang mengatur hubungan anfara
pemegang  saham, penpurus  {pengelola) perusahasn, pihak  kreditur,

* publikasi ke-Y Forum Jor Coorporate Governance fn Indonesia {(FOGE, Sexd Tata Keloda
Perusahasn {Coerporate Governanee), Jid 1L
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pemerintah, karvawan serla para pemegang kepentingan intern dan ekstemn
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan
kata lain suaty sistem yang mengatur dan mengendalikan perusabaan, dengan
tujuan  ontuk  menciptakan nilal  tambah  bagl semuwa pihak  yang
berkepentingan (stakeholders). GCG dapat lebih menjelaskan peranan dan
perilaky dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus atau pengelola
perusahaan dan para pemegang saham,

Bank Indonesia mengartikan Good Coorporate Governmce (GCG)
sebagal suatu tata kelola bank yang menerapkan pringip-prinsip keterbukaan
(ronspavency),  akumgbilitas  (occowntabilityy  pertanggungjawaban
(responsibitity), independensi (fndependency), dan kewajaran (fairmess)”’
ay Keterbukaan (ransparency), vaitu penyediaan informasi yang iclas, tepat

waktu, dapat diperbandiogkan dan mudab dishses untuk menjage
obyektivitag kegiatan usahs, minlmal mencakup: visi, mist dan strategl
perusahaan; kondisi keuangan; pemegang saham pengendall, direksi dan
komisaris; dan tidak mengurangi “confidenticdiny” sesual undang-uodang
dan kebiasaan yang schat,

b} Akuntabilitas {(cccommpability), yaity pertenggungiawaban  pimpinan
perusabasn secara fransparan dan wajar. Bapk harus dikelola secarm
benar, terukur, dan sesuat dengan kepentingan shoarehelders dan
stakehofders; harus ada Kejelasan fangpungiawab masing-masing organ

bank; memiliki pegawai yang kompeten; memilikil ukuran kinerja seluruh

unit dan pegawai; berpedoman pada etika bisnis, sasaran usaha, serla

memiliki reward ond punishment sysiem.

¢} Tanggungiawab (responsibility), yaitu tanggungjawab dalam mematohi
peraturan perundang-undangan yang berlake dan prinsip pengelolaan
perusahaan yang schat, Bank harus memegang prinsip prudential banking
practices, dan dijalankan sesual dengan ketentuan yang berlaku agar tetap

% Pank Indonesia, Perairan Bonk Indonesia TentangPelaksanoan Good Corporate

Governance Bagi Bank Uram, PBI No. 8/4/PBI72006 Tanggal 30 Yanuari 2006.
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terjaga kelangsungan usehanye, serta harus mampu bertindak sebagal
govd coorporate eitizen (perusahaan yang baik).

d) Kebebasan (independency), yaite kebebasan dalam  melakukan
pengelolaan perusahaan secara professional tanpa pengaruh atau tekanan
dart pihak manapun, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi
vang tidak wajar dari pihak maeapun; keputusan obyektifdan bebas dari
tekanan; menghindart benturan kepentingan {(conflict of interesi}.

e) Keadilan (foirmess), yaitu adanya keadilan dan kesetarsan dalam
memenuhi hak-hak stakebolder. Bank harus memperhatikan kepentingan
seluruh sinkeholders berdasarkan asas kesetarsan dan kewajaran {equal
treatment); adanya kesempatan kepada steheholders untuk memberikan
masukan bagi kepentingan bank dan akses terhadap informasi sesuai
dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan Good Coorporaie (Governance di Sektor Perbankan

Mengingat  kekbususan dari industr peorbankan  make
pengejawantahan kelima prinsip GCG  (Fronsparency, Accownobility,

Responsibitity, Independency, dan Fairmess) telah  dirumuskan dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/472006 tangeal 30 Januvert 2006 sebagai

pedoman pelaksansan GCG bagi bank umum guna meningkatkan compliance

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di industri
perbankan.

Pelaksanaan GCG pada sektor perbankan mencakup aspek-aspek
mengenal :

a} Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisarls dan Direksi;

b} Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang
menjalankan fungsi pengendalian internal;

c) Penerapan fungsi kepatuhan, anditer internal dan auditor eksternal;

d) Pererapan manajemen resiko, termasuk sistemn pengendalian internal;

e) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;

fy Rencana strategis bank;

g} Transparansi kondisi keuangan dan ron keuangen bank.,
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Secara rinci pada pasal 69 PBI No. 8/4/PBI/2006, sankst administras! berupa
teguran tertulis, penumnan tingkat keschatan, larangan ikut kliring,
pembekuan kegiaten usaha fertenin, pemberhentian pengurus bank dan
selanjuinya menvnujuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota Koperast mengangkat
pengganti  tetap sctelsh  mendapat fin Bl  dan  pencanituman
pengurus/pegawai/pemegang saham bank dalam DTL melalui ## and Proper
Zest. Sedangkan dalam pasal 75 PBI No. 8/4/PBY2006, sanksi membayar
denda schesar Rp. 1.000.000- (safu juta rupiahk} sampai  dengan
Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupinh} jika terlambat/tidak
menyampaikan/laporan tidak benar atau tidak lengkap secara signifikan.

b, Prinsip Mengenal Nasahah {(Know Your Custemer Priviples {(KYQ))
1) Pengertian Prinsip Mengenal Nasshah (Know Youwr Cusiomer Peinciples
(BYCH
Know Your Customer Principles (KYC) atau prinsip mengenal
nasabah (PMN} adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui
identitas nasabah, memantau kegiatan transsksi nasabah termasuk pelaporan
transaksi yang mcncuﬁgakan.“
2) Pengertian Tindak Pidana Pencucian Usng (Morey Lasndering)
Istiflah money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika
Serikat. Pada saat itu organisasi kejahatan mafia telah membel perusahaan-
perusahaan pencucian pakaian (aundry) sebagai iomipat pencucian vang yang
dihasilkan dari bisnis Hegaluya (periudian, pelacuran, dan minuman keras).
Selanjutnya pengertian tersebut mengalami perkembangan.”

* Bank Indonesla, Perafuran Bonk Indonesia Tewiong Penerapar Prinsip Mengendd
Nasabuh, PB] No. 3/ IG/PRI2001 Takuen 2001, Ps. 1 angka 2.

5% Yunus Husein, Bunge Rampat Anti Pencucion Yang, cel. 1, {Bandung : Books Terrsce &
Library}, hei. 4.
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Monay laundering dapat didefinisikan secara umum sebagai™

. the process of concealing the existence, illegal source, or iffegual
application of income, and the subseguent disguising of the sewrce of
that income 1o make appear legitimate.

Dalam United Nation Convention Againis Hllicit Trafic in Noreotic,
Dirugs and Psycotropic Substances of 1988 yang sudah divatifikasi dengan
Undang-undang No. 7 Tahun 1997, istilah Money laundering diartikan dalam
pasal 3 ayat {1} b adalah:™

. the converiion of transfer of property, knowing that such property
is derived from any serious (indictable) offence or offenices, or from act of
participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or
disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved
in the commissions of such an or disguise of the true nature, source, location,
disposition, movement, righis with serious (indictable) afferce or pffericss or
Jrom o act of perticipation in such an offerce or offences.

Menurut Black’s Law Diciionary, money lmundering diartikan dalam
pasal 3 avat (1} b adalah:®°

. derm used to describe investment or other Imf:s_,fér af money flowing
Srom racketeering, drug iransactions, «md other ilegal souwrces into
legitimate channels so that its original source cannot be traced,

Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
menurut Pasal | angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencecian Uang
adalah Perbuatan menempatkan, mentransfor, membayarkan, membelanjakan,
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negerd,
menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk

5 Sarah N. Welling, Comments, Smarfs, Morsy Laundering ond The Federal Criminad Law,
41 Fla. L. Rev. 287, 200 {1489},

* United Nation Convertion Againts Wicir Trafic In Narcotis, Drvugs and Pyveotropic
Substances gf 1988

* Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, 6™ Edition (West Publishing, 1990), page
322
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menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri,

menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk
menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga
seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.®!

Secara umum ada 3 mekanisme pencucian uang yang pada dasarnya
dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha
real estate, dan perusahaan lain seperti money changer. Berdasarkan United
States Customes Service, mekanisme tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu:*

a. Placement (penempatan) adalah upaya menempatkan uang tunai yang
berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan berupa pergerakan
fisik dari vang kas baik dengan penyclundupan uang tunai dari satu
Negara ke Negara lzin; menggabungkan antara uang tunai yang berasal
dari kegiatan yang melawan hukum dengan uang yang diperoleh dari
hasil kegiatan yang sah; atau dengan melakukan penempatan uang giral
ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek, atau melalui real
esfate atau saham-saham ataupun mengkonversi ke dalam mata uang
lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing;

b. Layering (pelapisan) adalah suatu proses pemindahan dana dari beberapa
rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya placement ke tempat
lainnya melalui serangkatan transaksi yang kompleks yang didesain untuk
menyamarkan atau mengelabui sumber uang haram tersebut, misalnya
bearer bonds, forex market, stocks. Disamping cara tersebut, langkah lain
yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin account
dari  perusahaan fiktif atau semu dengan memanfaatkan aspek
kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah Bank

dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau

! Indonesia, Undang-Undang TentangTindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 15 tahun
2002, LN No. 30 Tahun 2003, TLN No. 4191, Ps. 1 angka 1.

&2 Husein, op. cit, hal. 5-6.
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usaha audit sehingga scolah-olah merupakan transeksi financial yang
legal;

c. Integration {penggabungan} adalah proses pengalihan yang yang dicuci
dari hasil kegiatan placement maupun lJayering ke dalam aktivitas-
aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan atay Lsfs
ke dalam bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini vang haram yang telah
diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang
sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada tulisan
yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut spin dry yang

merupakan gabungan antara repatriation dan irtegration.

3} Tindak Pidana Korupst dan Pencucian Uang

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana
korupsi dapat dilibat pada pasal 2 ayat (1) huruf a UL TPPU bahwa hasil
tindak pidana adzlah harta kekayasnm yang diperoleh dari tindak pidana
korupst vang dilakukan ¢i wilayah Negara Republik Indenests atau di loar
wilayah Negara Republik Indonesin dan tindak pidana fersebut juge
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengsn demikian,
tindak pidana kornpsi merupakan predicate crime atau tindak pidana asal dari
tindak pidana pencucian uvang. Penempaian iindak pidana korupsi sebagai
predicate erime nomor sata dalarn UU TPPU, merupakan manifestast dart
pembentuk undang-undang vang memandang bahwa korupsi merapakan
persozlan bangsa yang paling mendesal dan mendapat prioras dalam
penanganannya ™

Di banysk Negara ferutama yang memasukkan seluruh seriow crime
scbagai predicote offences, sudah tentu tindak pidana korupst masuk i
dalamnya. Di Indonesiz, tindak pidana korupsi merupskan salab satu dar
duapoiuh empat jenis predicate offences yang diatur dalam UL No. 13 Tabun
2002 tentang Tindak Pidanz Pencucian Uang sebagaimana ielah diubah

5 1bid., hal. 293,
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narkotika, dan psikotropika. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana

korupst dengan lehih efektif sebaiknya ketentuan yang digunakan bukan saja

ketentuan tindak pidana korupsi tetapl juga ketentuan fentang tindak pidana
pencucian uang.%*

Ada beberapa keuntungan menggunakan ketentuan tindak pidana
pencucian uang dalam pemberantasan korupsi, yaitu:®

a. Dari laporan-laporan yang diterima oleh PPATK seperti Laporan
Transaksi  Keuangan  Mencuripakan  (Suspicious  Tramsaction
Reporty/STR), Laporan Transaksi Keuangan yang Dilakokan Secara
Tunai {Cash Transoction Reports/CTR) dan laporan pembawaan uang
tunai ke dalam atau ke luar wilayah RJ, akan sangat membantu penegak
hukum dalam mendeteksi vpaya para koruptor untuk menyembunyikan
atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana
korupsi pada sysiem keusngan atau perbankan, Hal ini karena RBporan-
laporan fersebut disertal dengan informasi lainnya vang kemudian akan
dianalisis oleh PPATK;

b. Unfuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta
Kekayaan sefiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka,
atau ferdakwa, tidak diperfukan  permohonan  dari Kapolriffaksa
Agung/Kiua Mahkamah Agung untuk meminta izin dari Gubsrnur BI
{Pasal 33 UL TPPU). Sementara ify, untuk kasus korupsi, menurug UU
No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tetap diperivkan
permoehonan dari Kapolei, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung
untuk meminta ketrangan tentang keadaan kevangan seorang tersangka
korupsi (Pasal 29). Dengan demikian, mempercleh barang bukti dalam
rangka memberantas tindak pidana korupsi;

¢. Pasal 39 sampai 43 UU TPPL memberikan perlindungan bagi saksi dan

pelapor dalam tindak pidana pencucian uvang pada setiap tabap

“ hid hal 62,

# thid. hal. 62-64.
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korupsi {Pasal 29). Dengan demildan, memperoleh barang bukii dalam
rangka memberantas tindak pidana korupsi;

. Pasal 39 sampal 43 UU TPPU memberikan perlindungan bagi saksi dan
pelapor dalam  tindask pidena pencucian ugng pada setiap tahap
pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sechingga mendorong
masyarskat untuk menjadi saksi ataun melaporkan tindak pidana yang
terjadi. Hal tersebut mengakibatican upaya pemberantasan tindak pidans
pencucian uang menjadi lebih cfektif, Perlindungan ini antara lain berups
kewajiban merahasiakan identitas saksi dan pelapor dengan ancaman
pidana bagi pihak yang membocorkan dan perlindungan khusus oleh
negara terhadap kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa,
dan atau hartanya termasuk keluarganya. Sementara itu dalam UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menyebutkan bahsva dalam penyidikan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang menyebut nama atau
alamat pelapor, atan hal-hal Tain vang memberikan kemungkinan dapat
diketahuinya identitas pelapor. Pengaturan mengenai perlindungan saksi
dan pelapor ini dalera UU TPPU lebik lengkap dibandingkan dengan UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

. Adanya pembuktian terbalik, vaitu terdakwa di sidang pengadilan waijib
membuoktikan bahwa harts Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak
pidana (Pasal 35 UU TPPU). Sementara itu, Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 menctapkan bahwa ferdakwa mempunyal hek untuk
membuktikan bahwa 2 tidak melskukan tindak pidana korupsi. Untuk
tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2,3, 4, 13, 14, 15, dan 6
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, penuntut
umum felap berkewaiiban untuk membuktikan dakwaannya (Pasal 37
ayat {1} dan Pasal 37A ayat (3)). Sclanjutnya terdakwa wajib
membuktikan sebaliknya terhadap horta benda miliknya yang behmn
didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindek pidana (Pasal 38B);
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e. Dalam hal tersangka sudah meninggal dunia, sebalum putusan hakim
dijatubkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa vang
bersangkutan telah melskukan tindak pidanz pencucian uang, maka hakim
dapat mengeluarkan penstapan bahwa baria kekayaan terdakwa yang
telah disila ity dirempas untuk Negara {(Pasal 37 UU TPPU). Sementara
itu, dalam UU No. 31 Tabun 1999 jo. UU Neo. 20 Tahun 2001
menetapkan bahwa dalare hal terdskwa meninggal donia sedangkan
secara nyata telah ada kerugian negera, maka penuntut umum segera
menyerahkan salinen berkas berita acara sidang tersebut kepada
pengacara negarg stau diserahkan kepada instansi yang dirugikan entuk
dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya;

f. Berdasarkan pasal 6 UU TPPU setiap oramg yang mehnerima atau
menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,
penitipan dan penukaran harta kekayaen yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana, diancam dengan hukum pidana
(tindak pidana pencucian uang “pasif”). Ketentuan ini sangat membantu
mencegah penyebarluasan hasil korupsi den sekalipus mempermudah
pengejaran dan penyitaan harta hasil kKorupsi vang berada pada pibak lain;

g. PPATK sehagal Financial Intellivence Unit (FIU) Indonesia dapat
dimanfaatkan untuk memperolch keterangan dari FIU negara lain atan
memanfaatkan dofabase dan hasil analisis yang dimiliki FIU/PPATK,

Menyadari tindak pidana korapsi sebagai kejahatan yang beraf dan
berdampak [uss pada kehidupan mesyerakat dan bangss, maka upaya
pencegahan dan pemberantasan harus dilskukan melalusi langkah-langkah
konseptual, sporadic dan menyslurch (komprehensif). Pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi akan lehib efekuf apabila penyidikan
dan penuntutan forhadap tindak pidena korupsi tidak saje menggunakan

Undang-undang pemberantasan  tindek pidapa  korups), tetapi juge

menggunakan UL TPPU. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi juga dapat

memiliki sifat sebagai transnationad orgonized crime yang melintasi batas-

batas negara, maka kerjasama internasional antara PPATE. di luar negeri
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sangat diperiukan. Tidak kalah pentingnya adalah peranan public atay media

massa untuk keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi,

Pelaksanaan dan Fungsi Know Yowr Customer Principles (KY() dalam
rangka pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia (PBI} tenteng KYC yang dikeluarkan
tanggal 18 Juni 2001 dan teigh beberapa kali mengalami perubahan, terakhic
dengan PBI No. S/21/PBI2003 pada tanggal 17 Oktober 2003 ini disusun
dalam rangka mengisi kekosongan peraturan selama RUU  tentang
Pemberantasarr Tindak Pidana Pencucian Usng masih dalam  tahap
pembahasan 61 DPR, PBI ini disamping untuk memenuhi prinsip kelimabelas
dari duapulvh lima Core Principle for Effective Banking Supervision, juga
dimaksudkan untuk memenuhi rekomendasi FATF, Diharapkan dengan
adanya PBI ini, FATF dapat melihat wujud keserivsan Pemerintah RI
khususaya sektor perbankan Indoocsia untuk berpartisipast dalam komitmen
internasional memerangt kegiatan pencucian vang. Di samping itu, awalnya
PBI ini juga disusun untuk dapat menyelamatkan R dari pengkategorian
sebagal Non Coorporative Coumtries and Territeries (NCUTg) dalam
pencegahas kegiatan pencucian uvang yang dilakukan colelr FATF. Namun
mengingat Indonesia belum dapat memenuhi beberapa criteria dari 25 kriteria
pengkategorian NCCTs termasuk belum adanya UL tentang pemberantasan
tindak pidans pencucian uvang, maka pada tanggal 22 Juni 208] Indonesia
dinyatakan sebagai NCCTs. Sesuai rekomendasi FATF, prinsip KYC
merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menangpuiangi
kegiatan penoucian uang melalui perbankan,”

Dapat disimpulkan, penerapan KYC efektif jupa untuk mencegah
kejahatan-kejahatan yang mengpunakan mekanisme pencucian vang untuk
menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan tersebut. Salah satunya adalah

® rbid,, hal. 65.

% Jhid, hal. 32
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tindak pidana korupsi vang mana pelakunya sedngksl menggunakan

mekanisme pencucian uang untuk menyamarkan vang hasil tindek pidana

korupsi yang dilakukannva, sehingpa pada akhimya si pelaku dapat secara
aman dan leluasa menggunakan uang hasil kejahatannya tersebut.

Penerapan prinsip KYC yang kurang sempurna dapat mengakibatkan
bank-bank harus berhadapan dengan resiko perbankan yang terkait dengan
penilaian masyarskat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang
bersangkutan, yaitu resiko reputasi, resiko operasional, resiko hukum, dan
resiko konsentrasi, dengan pengertian sebagai berikut®*

a. Resiko reputasi  berhubungan dengan  hal-hal vang  berpotensi
mempengaruhi  penilaian masyarakat terhadap prekiik-praktik yang
dijalankan oleh bank, yang dapat mengakibatkan berkurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap infegritas bank yang bessangkutan.
Bank sangat rentan terhadap resiko reputast karena ja merupakan target
atau sarana utama bagi aktivitas kefahatan yang dapat dilakukan oleh
nasabah.

b. Resike operasional merupakan resiko vang secara langsung atau fidak
langsung bersumber dari infemal atau eksternal bank. Dalam Konteks
KYC, resiko ini bechubunpgan dengan penerapan opetrasional perbankas,
pengawsasan, dan due difigence yang kurang memadal.

¢, Resiko hukum berkaitan dengan kemmungkinan bank menjadi target
pengenaan sanksi karena tidak memenuhi standar KYC dan gagal
moelaksanakan due diligence yang diperiekan terhadzp nasabah. Bank
dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya ol¢h oforitas pengawas bank
atan bahkan dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang
berwajib. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan
implikasi biaya yang sengat besar bagi bank sehingga mempengaruhi
bisnis perbankan yang bersangkutan,

% mid., hal. 3233,
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d. Restko konsentrasi ferkait dengan sisi akiiva dan pasiva bank

Sehagaimana diketahui, dalam praktik pengawasan, pengawas bank tidak
hanya berkepentimgan dengan sistern informasi untuk mengidentifikas
konsentrasi kredit yang dijalankan oleh Bank, tetapi juga penerapan
prinsip kehati-batian oleh Bank dalam menyalurksn kredit terhadap
seorang ataw growp debitor. Tanpa mengenal identitas nasabah secara
pasti dan memahami hubungan antara nasabah yang satu dengan nasabah-
nasabah lainnya, maka sulit bagi Bank wuntuk menghadapt resiko
konsentrasi dimaksud. Sementara itu di sisi pasiva, resiko konsentrasi
berhubungan dengan restko dana, khususnys dalam hal terjadi penarikan
secara tiha-tiba dalam jumlah besar oleh nasabah vang berakibat pada
itkuiditas hank yang bersangkutan. Karena ity Bank perlu melakukan
analisis terhadap adanya konsentrasi simpanan, memaham karakteristik
simpanan fermasukl identitas deposan dan hal-hal aps sajs yang dapat
menghubuagkan deposan tersebut dengan simpanan deposan lainaya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Prinsip KYC pads dasaraya

bertujuan antuk:*

&,

Membantu Bank agar dapat mendeteksi sesegera mungkin sctiap akiivitas
nasabah yang mencurigakan;

Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan
yang berfaku;

¢. Menegakkan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan;

Meogurangi  resiko  dimanfaatkannya bank sehagai sarana  uniuk
melakukan aktivitas kejahatan;
Melindungi repuiasi Bank;

Pokok-pokok yang diator dalam PBI ini sebagian besar menakomaodic

butir-butir rekomendasi dari Base! Committee on Banking Supsrvision dalam

Care Principles For Effective Banking Supervision, bahwa penerapan Prinsip

Mengenal Naosabah merupakan faktor penting dalam melindungt kesehatan

® Ibid., hal. 33.
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Bank, serta memperhatikan pula rekomendast FATF bahwa prinsip dimaksud

merupakan upaya untuk mencegab industri perbankan digunakan scbagal

sarana maipun sasaran kejahatan money loundering. Adapun materi muatan

yang diatur dalam PBI ini, antara lain mencakup:m

a.

Kewajiban Bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur peneriraan
nasabah, Identifikasi nasabah, pemantavan terhadap rekening dan
transaksi ﬁmbah, serta manajemen resiko yang berkaitan  dengan
pencrapan Prinsip Mengenal Nasabah., Kewajiban ini termasuk pula
apabila calon nasabah bertindak sebagai beneficial owner;

Pembentukan unit keda satuan khusus atan penunjukkan pejabal bank
yang bertanggungjawab atas pencrapan Prinsip Mengenal Nasabah;
Larangan Bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
vang tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan
identitikasi nasabah;

Kewajiban Bank menataysahakan dokomen mengenal  xientifikasi
nasabah dalam Jangka wzkiu 3 fahun seiak nasabah menutup rekening di
Bank, serta melakukan pengkinian dats;

Kewajiban Bank memiliki sistem infonmast yang dapat mengidentifikast,
menganalisis, memantay, dan menyediakan laporan sccary  efektif
mengenal karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah;

Kewajiban Bank untuk memelihara profil nasabah;

Kewajiban Bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada
Bank Indonesia selambat-lambainya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui
oleh Bank;

Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah pada kantor Bank di luar negen
bagi Bank vang berbadan hukum Indonesia;

Pengecuatian PBI ini bagi walk (v cusiomer {(nasabah yang tidak
mempunyai rekening di Bank) sepanjang nilai transaksi yang dilakukan

 hid Bl 3435
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tidak meleldhi Rp.100.000.000,00 {seratus juta rupiah) atau nilal yang
setara dengan it

1. Pengenzan sanksi administratif sesual dengan Pasal 52 ayat (2) UU
Porbankan bagi Baok yang melangger PBl ind

c. Penilaian Kemampuan dan Kepatautan (Fif and Proper Test
Ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepahutan {Fi# and Praper
Testy diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBL2003 dan kstentuan
pelaksanaannya diatur oleh Surat Edaran Nomor 6/15%DPNP Tahun 2004, Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan dilekukan oleh Bank Indonesia terhadap Calon
Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus Bank,
Pejabat Eksekutif Bank dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dalam hal
terdapat indikasi bahwa vang bersangkotan memiliki peranan dalam peromusan
kebijakan dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank dan
atau atas terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam kegiatan operasional Bank
- atau Kantor Perwakilan Bank Asing.”’
i} Penilaian Kemampman dan Kepatutan Bagi Calon Pemepang Saham Pengendali
Dalam melakukan penilaian terhadap calon pemegang saham pengendali,
faktor-faktor yang dinilai dalam Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon
Pemegang Saham Pengendali adaleh integritas dan kelayakan keuangannya ™
Sedangkan Tata cara penilalannya adalah dengan mengajukan permohonan untuk
memperoleh persetujuan calon Pemegang Saham Pengendali yang diajukan oleh
Bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia.”™ Dalam hal calon Pemegang
Saham Pengendali fersebut melakukan pembelian saham Bank melalui program
divestasi saham negara dalam rangks penyertaan modal sementara oleh instansi

Pemerintah vang berwenang, raaka permohonan persetujuan dapat diajukan oleh

' Bank Indonesis, Peraturan Bonk Indonesia Tentang Penilaion Kemampuan dan Kepatuon
{Fit and Preper Tes(), PBI No. $/25/PBIF2603 Tahun 2003, Ps. 3.

2 ihid, Ps. 4.

B 5id, Ps. 7 ayat (i)
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instansi Pemerintah yang berwenang lersebut”® Sclanjutnya berdasarkan
penclitian  administratif dan ataw hasil wawancara yang dilakukan Bank
Indonesia, hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan
menjadi 2 (dua) predikat yaitu:”
@) Lulus:
Calon Pemegang Saham Pengendali yang memperoleh predikat Lulus,
dinvatakan memenuhi persvaratan untuk menjadi Pemegang Sahem
Pengendali pada Bank dimaksud,”
b} Tidak Lulus:
Calon Pemegang Saham Pengendali yang mempercleh predikat Tidak
Lulus, dinyatakan tidak memennhi persyaratan menjadi Femegang
Saham Pengendali pada Bank dimaksud.”” Calon Pemegang Saham
Pengendali terscbut hanva dapat diajukan kembali menjadi calon
Pemegang Saham Pengendali, apabila telah memenuhi persyaratan dalam
Peraturan Bank Indonesia ini.”®
Bank Indonesia memberitahukan hasil penilaian Remampuan dan
kepatutan secara fertulis dalam bentuk persefujuan atau penolakan kepada
Bank dan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.”

2y Penilaian Kemampuen dan Kepatutan Bagt Calon Peapurus Bank
Dalam menilai  calon pengurus  bank, maka teriehih  dahulu
mempertimbangkan faktor-fakior seperti integritay yaitu di antaranys akhlak dan
moral vang baik; kompetensi mweliputi pengetahuan, pengalaman sera

H fhid., Ps. 7 ayat (2).

™ tbid, Ps. 1Y ayet (1)
* Ihid, Ps. 12 aynt (1)
B 1bd., Bs. 12 ayat (2),
® I6id, Ps. 12 ayet (3).

™ hid, Ps. 14 ayat (1) dan (2).

tinivarsifas indonesia

Peranan Bank..., Adhi P. Rahman, FH Ul, 2009



3

33

kepada Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia melakukan penilaian melaluf
Penelitian administratif®’ dan wawancara,*

Kemudian berdasarkan penelitian administratif dan atas wawancara
tersebut, maka hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan
menjadi 2 (dua) predikat yaita:®

a2} Lulus. Calon Pengurus yang memperoleh predikat Lulus, dinyatakan
memenufti persyaratan untuk menjadi Komisaris atau Direksi Bank
dimaksud;

by Tidak Lulos. Calon Pengurus yang memperoleh predikat Tidak Lulus,
dinyatakan tidak memenuhi persyaratan vntuk menjadi  Komisaris atau

Direksi Bank dimaksud,

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Calon Pengurus Bank
diberitahukan oleh Bank Indonesia secara tertulis kepada Bank dan pihak-pihak
lain yang berkepenfingan dalam bentuk persetujuan atau penolakan yang
diberikan selambat-lambatnya 30 hari setelah dokumen permohonan diterima

secara Iengkap.s"'

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali,
Pengurus dan Pejabat BEksekutif

Datam menilai ketipa golongan tersebut sebagal pihak-pihak yang teleh
eksis di dalam organ suatu Bank, maks faltor-fakior vang menjadi peailaian
adaleh integrifas dan kelayakan kevangan dari pemegang saham pengendali; dan
infegritas, kompetensi dan reputssi keuvangan dari Pengurus dan Pejabat
Eksekutif.” Sedangkan penilaiannya dilakukan melalui tata carz penilaian
kemampuan dan kepatutan yang dapat dilakokan setiap wakfu apebila dianggap

* 15id, P5. 19,
8 fhid., Ps. 20 ayat {1},
* thid,, Ps. 21
¥ Ibid, Ps, 23,

55 fbid., Ps. 24.
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perlu oleh Bank Indonesia®™ Penilaizn kemampuan dan kepatutan dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:*

8}
b)

c)

d)

)

Pengompulan informasi;

Pelaksanaan pemeriksaan. Cakupan pemeriksaan ini mencakup pula
pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya;®®

Konfirmasi hasil penilaian sementara berdasarkan temuan pemeriksaan
dengan pihak-pihak yang dinilai;

Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap
hasil penilaian sementara. Hal ini dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 7 (mijuh) hari kerja, seiak tangpal konfirmoasi hasil penilaian
sementara berdasarkan temuan pemeriksaan dengan pibak yang dinilai®
dan apabila pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil penilaian sementara
tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan tanggapan/keberatan
yang diberikan maka hasil akhir akhir penilaian kemampuan dao
kepatutan sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian Bank Indonesia;™
Pembahasan atas tanggapan/keberatan dari pihak-pitak vang dintial serta
penyecspatan hastl sementara penlaian kemampuosn dan kepatutan oleh
Bank Indonesia;

Penyampaian hasil pembahasan tersebut kepada pihak-pihak vang dinilai;
Penyvampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinflai terhadep hasil
pembahasan tersebut, Hal ini dilakukan dalam jangka wakiu paling lama
7 {(tujuh) hari kerja sejak tanggal penyampaian hasil pembahasan
tersebut® dan apabila pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan
tersebut  tidak  menggonakan  haknya  untuk  menyampaikan

% id, Fe 27

¥ rhid, Ps. 28 ayat {1).

* 1hid, Ps. 29,

** Ibid,, Ps. 28 ayal (2),

9 thid, Ps. 28 ayat (4).

! thid, Ps. 28 ayat (3).
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tanggapan/keberatan yang diberikan maka hasil akhir akhir penilaian

kemampuan dan kepatutan sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian

Bank Indonesia;”

h) Pembahasan ulang terhadap tanggapan/keberatan pihak-pihak yang dinilai
oleh Bank Indonesia;

i) Pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Bank Indonesia;

j) Pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank

Indonesia.

Berdasarkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah
dilakukan melalui langkah-langkah yang telah penulis uraikan maka hasil akhir
penilaian kemampuan dan Kepatutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) predikat,
yaitu:*

a) Lulus;
b) Lulus bersyarat;
¢) Tidak Lulus.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif
Kantor Cabang dan Pemimpin Kantor Perwakilan Dari Bank Asing

Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus dari
Kantor Cabang Bank Asing atau calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing
berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi Calon Pengurus Bank. Sedangkan tata cara penilaian kemampuan
dan kepatutan bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif dari Kantor Cabang Bank
Asing dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada ketentuan
mengenai tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham

Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

% Ibid., Ps. 28 ayat (4).

" Ibid., Ps. 31 ayat (1).
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kepatutan bagi Calon Pengurus Bank. Sedangkan tata cara penilaian kemampuan
dan kepatutan bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif dari Kantor Cabang Bank
Asing dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada ketentuan
mengenai tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham

Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

4. Peranan Bank Indonesia Dalam Mitigasi Tindak Pidana Korupsi Pada
Sektor Perbankan Nasional

a. Optimalisasi Good Coorporate Governance
Kebijakan Bank Indonesia di bidang perbankan pada tahun 2006 lebih
diarahkan pada upaya memberi ruang gerak bagi perbankan dalam menjalankan
fungsi intermediasinya dan kebijakan untuk memperkuat fondasi industri perbankan
dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan (prudentials
banking principle) dan memperkuat manajemen internal perbankan dengan
menerapkan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG) perbankan.*
Pendekatan pengawasan yang selama ini diterapkan Bank Indonesia atas
dasar kepatuhan (CBS) akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan
resiko (RBS) karena pada dasarnya mempunyai satu persamaan yaitu di samping
terciptanya sistem keuangan bank yang sehat juga pelaksanaan kegiatan usaha bank
yang dilandaskan kepada peraturan atau ketentuan yang berlaku sehingga tidak
terjadi resiko hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Beberapa
Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan GCG antara lain:”
1) Peraturan Bank Indonesia No. 1/6.PBL/1999 tentang Penugasan Direktur
Kepatuhan (compliance director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi
Audit Intern Bank Umum. Fungsi compliance director adalah untuk memastikan

kebijaksanaan atau keputusan yang diambil Dewan Komisaris dan Direksi tidak

* Ivo, ap. cit., hlm. 17.

55 Ibid, hlm. 17-18.
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menyimpang/melanggar prinsip kehati-hatian  bank, sedangkan SKAI menguji
realisasi dengan standar tertentu (post audir);
Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI2009 tentang Bank Umum, khususnya
yang mengatur independensi anggota komisaris dan direksi;
Peraturan Bank Indonesia No, 322/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi
Keuangan Bark;
Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan
dan Penctapan Status Bank, antara lain ditetapkan pengawasan intensif dan
pengawasan khusus;
Peraturan Bank Indenesia No. 5/8/PRBU/2003 tentang Pencrapan Manajemen
Resiko Bapi Bank Umum;
Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PB1/2003 tentang Fit and Proper Test, yaitu
untuk menilai kompetensi dan integritas pemilik, pemegang saham pengendali,
dewan komisaris, dircksi dan pejabat eksekutif bank yang akan memasuki dan
telah aktif di bank {existing);
Peraturan Bank Indomesia Do, 3/1G/PBI200] tentang Penerapan  Prinsip
Mengenal Nasabah (Kmow Your Customer Priciples/KYC) serta perubshannya
{MNo. 3723/PBI/2001 dan No. 5/23/PBI2003), dan KYC bagi Bank Perkreditan
Rakyat No. 5/23/PBI/2003, dan PBI No., 6/1/PBI2004 tentang pedagang valuta
asing;
Peraturan Bank Indonesia No. RA/2008 tanggal 30 Januari 2006 sebagai
pedoman pelaksanaan GCG bagi bank umum puna menigkatkan compliance
terhadap peraturan perundang-undangan vang berlaku dan nilai-nilai etika yang
berlaku umum di industri perbankan;

Walaupun telah dikeluarkan beberapa peraturan vang berlaku bagi bank

scbagai dasar pelaksanaan keglatan usaha agar menjadi bank yang sehat, kuat,

tangguh, professional dan dipercaya, namun dalam kenyataannya masih dijumpai
adanya beberapa praktik perbankan vang tidak gehat dan berindikasi tindak pidana
korupsi, seperti kasus kredit macet di Bank Mandiri, L/C fiktif di Bank BNI, kredit
macet di BRI, kasus Bank Global, kasus Bank Dagaag Ball, kasus Bank Asiatic,
Bank DKI Jakarta.
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Masalah kredit macet yang melanda sejumilsh beek tidak sematz-mata
merupakan kasus pidana, karena ada prosedur yang haras dilalui untuk menparahkan
kredit macet menjadi kasus pidana korupsi. D antara unsurunsur yang harus
dipenuhi adalah unsur melawan hukum, voser memperkaya atau menguntungkan dind
sendirt atau orang lain atau suate korporasi, unsur merugikan keuangan Negara atau
merusak perekonomian negara serta unsur penvalzhgunasan wewenang schagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat {1} dan pasal 3 UU No. 31 Tzhun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tabun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi,

Pengungkapan kredit macet oleh aparat penepsk hokwmn yang dindlal
berlebihan justru menjadi ancaman intermediasi perbankan dan dapat menyebabkan
trauma bagi pejabat penutus keedit di bank yang beritikad baik dan kemungkinan
akan terjadi Auman resources flight yang depat merugikan bank itu sendiri karenz
ketiadaan/icelangkaan tenags professional vang kompeten dan mempunyal integritas
tinggi.

Dari beberapa kasus dugsan tindek pidana korupsi yang mencuat i
perbankan lebih banyak discbhabkan oleh sistemn pengawasan internal yang tidak
berjalan dengan baik karena rendahnya komitmen pemilik, manajemen dan pegawai
bank urmum bersikap professionad, prudent, comply teriadap peraturan yang beriakn
dan nilai-nilai etika yang berlaku wmum di perbankan. Untuk meningkatkan
kesadaran akan pentingnya GCG dalam kegiatan usaha bank schingga dapat tercapai
kondisi perbankan yang schat, kuat, tangguh, dipercaya dan bebas dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan strategi antara lain
1) Peningkatan fungsi pengawasan Bank Indonesia

Dalam melakukan pemeriksaan bank soringkali ditemukan praktik
perbankan yang tidak sehat dan berindikasi tindak pidana, seperti pencatatan
palsu, mengaburkan pencatatan, tidak melakukan pencatatan atas transaksi yang
dilakukan, atau dengan sengaja  mengambil dana  bank untek  tujuan
menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya atau pibak lain yang merugikan
keuangan negara dengan cara mark up pemberian kredit dan jaminan kredit dari
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kebutuhan riff, penerbitan depositoftabungan palsu, penppunaan dokumen palsu
untuk keperhuan mendapatkan fasititas kredit dan sebagainya,*®

Kompetensi pemeriksa bank dalam mendoteksi atau menemukan adanya
prakiik perbankan yang tidak schat dan berindikasi tindak pidana korupsi masih
belum  optimal terutama dalam memperoleh bukti-bukti dokumen atas
penyimpangan tersebut untuk dijadikan bahan pembuktian di hadapan penegak
hakom, Kondisi ini disebabkan kurangnya pengetahuan aspek legal yang terkalt
dengan hukum pembuktian, masih terbatas pada pelangparan aspek legal yang
terkait dengan hukum pembuktian, masih terbatas pada pelanggaran terhadap
ketentuan Bank Indonesia vang lebih bersifat administratif. Jika dikaitkan dengan
temuan hasil pemeriksaan bank haik atas dasar laporan Bank indonesia, BPK,
BPKP, dan lsporan masyarakat, seringkali pemeriksa atau penpawas Bank
Indonesta dimintai keterangan scbagai saksi belum mampu mengemukakan
pelaksanaan tugas pengawasan atau pemeriksasn terkait kasus yang disidik
secara benar dan proporsional, dan yang dipertanyakan adalah aspek bulum atas
perbuatan pelaku yang mczzyzmpmg atauy berfenfangan dengan peramran dan
bukti-bukti pcndnkungnya

Dalam upays membantu dan mempercepat proses penepakkan hukum
kkususnya pemberantasan tindak pidana korupsi di sekior perbankan, kepada
pengawas Bank Indonesia perlu diberikan kompetensi untuk melakukan Zegal
audif, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan dan ateu penilaian ates permasalahan-
permasalaban hukum mengenai atag berkantan dengan kepiatan usaha bank,
Melahil legal audit skan diperoleh isbih dalam maksud dan twjuan dilakukan
perbuatan menyimpang tersebut sesuat asag-aszs hukum vang berlzkn dan
pencarian bukti-hukti pendukengnya.®®

Legal Audft di perbankan diperlukan pada waktu pemeriksaar langsung di
bank (baik vmum maupun Khusus) atas dokumen-dokumen terkait antara lain

% Wawancara dengan Kepsta Learing Centre Bank Indonesia pada tanggal 3 Juni 2009,
¥ thid.

¥ tbid
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dalam rangka Zmitial Public Offering (IPO),  Merger/Akuisisi/Konsolidasi,
Pemberian Kredit, Penempatan dana bank, dan lain sebapainya. Dokumen-
dokumen yang perfu dilekukan legal audit antars Iain AD/ART perusahaan,
Pengelolaan Asset, Pepjanjian, Perizinan, Kepegawalan, Pajak, Asuransi
Permasalahan hukum (tuntutan ganti rogiy di dalam maupun di luar pengadilan,
Kegiatan legal audit dapat juga dilakukan dengan cara mencliti secara fisik atau
penehitian lapangan den pengamatan terhadap suatu obyek untuk memastikan
kebenararmya, atan penelitian atas informasi dari pengadilan, laporan keuangan,
keterangan dircksi”

Terhadap beberapa basil temuan dan kajian modus tindak pidana di
bidang perbankan vang saat inf dilakukan oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi
Perbankan (DIMP)} dapat difadikan acuan/referensi untuk membekali bagaimana
memahami dan mentarsir modus operandi tindak pidana bahkan berindikasi
korupsi yang biasa dilakukan di perbankan. Di samping itu dapat juga diberikan
pembekalan tentang pemahaman agpek-aspek hukum perbankan dan korupsi oleh
Direktorat Hukum dalam bentuk sharing informasi, pelar perkara/kajian secara
bersama-sama (ekspos kasus), atan mendatangkan narasumber dari penegak
hukum yang khusus menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang lebih memiliki pengalaman dalam menangani kasus korupsi
terutama di sektor perbankan.'®

Peningkatan peran Komisaris Independen dan Direkéur Kepatuhan Perbankan
Sebagaimana diatur dalam PBI No.8/4/PBI2005, dalam rangka
pelaksanaan GUG Bank perly dibentuk adanya Komisaris Independen yang
berperan  mempengaruhi  Direksi dan Komisaris agar independen dalam
menjalankan fungsinya semata-mata untuk kepentingan bank, mendorong
terbangunnya system dan kultur perusahean yang sesuai dengan prinsip GCG,
agar fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan efektif, dan mendorong

# pbicd

08 1hid
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Agar peranan Komisaris Independen dapat lebih efekiif difakukan,

diperiukan persyaratan antara lain:'®'

L

»

L J

Supportive terhadap Komisaris lain, Direksi dan jajaran manajemen;
Memahami dengan baik restko bank;

Mampu beradaptasi dan membantu mengembangkan budaya perusahaan
{eode of conduct); ‘

Memperhatikan kepentingan séakeholder,

Menguasat peraturan perundangan yang terkait dengan karakteristik vsaha
bank, dan mengoasal kebijakan perusahsan melalul duwe diligest vang
matang,

Untuk keperiuan tersebut diperfukan langkah-langkah antara Jain: 1%

»

Mekanisme seleksi yang fransparan dan obyekiif dalam  memilih
Komisaris Independen, seperti tidak ada dominasi suara untuk memilih
Komisaris Independen {(pengecualian prinsip owe vole one shore)
mengingats tidak menutup kemungkinan dominasi pemegang saham
mayoritas untuk dapat memilih Komisaris Independden yang bisa diterima
sesyai kepentingannya;

Komisaris Independen tidak boleh scbapai pemegang saham  atau
merangkap jabatan manajemen di bank yang sama atau bank lain;

Setiap minute keputusan RUPS disampaikan kepada Komisaris
Independen dalam rangka monitoring dan evaluasi atas kebijakan yang
telah dikeluarkan pemegang saham dan bank;

Kejelasan reward and punishment atas pelaksanaso tugasnya ferkait
dengan GCG, untuk menjadi bahan pertimbangan fir and proper rest dan
penilaian Tingkat Kesehatan Bank,

Prirektur Kepatuban Bank

Peranan yang tidak kalah pentingnya dalam rangka meningkatkan

gfektivitas pelaksanaan GCG di bidang perbankan adalah fungsi Direktor

™ yva, op. oif., him. 22,

92 i, Bhm. 22-13
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Kepatuhan sebagai bagian dari manajemen bank yang bertugas memantay
dan menjaga agar Kegiatan ussha bank tidak menyimpang dari ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pembentukan Direktur
Kepatuhan di masing-masing bank dilatarbelakangi kondisi bank vang
berbeda, maks perbankan sepakat untuk membentuk suatu wadak berhimpun
dalam bentuk Forum Komunikasi Direkiur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
yang berfujuan untuk menggalang kesatuan, meningkatkan mutu pengciciéan
dalam rangka menciptakan GCG di perbankan, pertukaran pengalaman, serfa
memberikan  konsultasi dan  kontribusi  positif untuk perbaikan  dan
pengembangan dunia perbankan. Dengan semakia berkembangnya industri
perbankan dan semangat pemerintah untuk menerapkan GCG di perbankan,
maka peran penting fungsi Direktur Kepatuhan sangat diharapkan woiuk
dapat meningkatkan dan menegakkan semangat GCG dan sekaligus sebagai
fungsi gontrol di datam bank guna memastikan semangat GCG dan sekaligus
sebagai fungsi contref dt dalam bank guna memastikan bank sebagai individua
bentuk usaha Menghadapi kondisi industri perbankan vang semakin
menantang, terutama berkaitan dengan semakin tingpinya tingkat kontrol
vang dicanangkan oich regulefor sebagai hasil dari semakin meningkatnya
kejahatan di bidang perbankan, maka peran Direkiur Kepatuhan kedepan
benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCGL

Guna meningkatkan fongsi Direktur Kepatuhan terutama  untok
perbatkan  pengelshuan  dan  kemampuannys  antara  laio  diperlukan
komunikasi terbuka dan berkesinambungan antare FKDP dengan regulator
(Bank Indonesia dan PFPATK) dalam bentuk diskusi, sosialisasi dan
koordinasi, khususnya terhadap gpaya mendeteksi dan menangani prakiik
perbankan yang tikdak sehat dan berindikasi tindak pidana. Di samping i,
periu adanya persamaan persepsi antara perbankan dan regulator terhadap
penerapan  Kketentvan perbankan, dan mengingat kadengkala terdapst
kebijokan yang dikelvarkan dalam waktu relatf singkat dan harus segera
dilaksanakan sementara perbankan belum afau tidak mempunyai kesiapan
aplikasi maupun Infrastruktur untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ind
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dimaksudkan agar tidak terjudi muiti tafsir dan setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh regulator dapat dilaksanakan sesual dengen yang
diharapkan.

3} Kerjasama Bank Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK}

Dalam upaya membantu proses pencgakkan hukum di sekior perbankan,
Bank [ndonesia {elah melekukan kerjasama dengan Kepolisian RY dan Keiaksaan
Apung Rl yvang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB3) Jaksa Agung
RI, KAPOLRI dan Gubernur Bl No KEP 902/A/1. A/12/2004 tentang Kerjasams
Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Kerjasama dilakokan dalam
bentuk Koordinasi dalam rangka pembahasan dugaan tindak pidana di bidang
perbankan, pelaporan dugaan tindak pidapa di bidang perbankan, penyediaan
saksi dan keterangan Ahli dari Bank Indonesia, pemblokiran dan penyitaan
rekening dan atau bukti simpanan, tukar menukar informasi dari kegiatan lainnya
yang diperiukan untuk memperlancar pelaksanasn koordinasi.'®

Berdasarican pengalaman  dalam  menangani praktik  penyimpangan
perbankan dalam forum SKB terscbut serinpkali dijumpai perbustan yang
mengandung unsur korupsi Karena dapat merugikan kevangan nepara. Terhadap
adanya dugaan tmdak pidana korupsl tersebut Iebih  lanjut  diserabkan
penanganannya kepada pihak kepolisian atau kejaksaan dan di luar ruang Iingkup
forum SKB. Namun demikian, dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak
pernah tuntas penyclesalannya, dengan alas an vang tidak jelas pula. Oleh karena
itu, dengan tidak mengurang! kerjasams melalui forum SKB Tindak Pidana di
Bidang Perbankan, untuk membantu proses penegakkan hokum kKhususnys
pemberantasan korupsi (defensif dan represif) yang saat int difangani lebih
khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia dapat
melakukan kerjasama dengan KPK antara lain meliputi konsultasi, sharing

0 SKR Kejaksaan Agung RI, Kepolisian I dan Gubernur BI tentang Kerjasama
Peranganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2004,
merupakan revitalisasi SKB tinggal 6 Nopember 1997,
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informasi, sosialisasi, pendidikan/pembekalan, koordinasi dan bahkan bantuan
teknis.'™
Bentuk kerjasama Bank Indonesia dengan KPK fersebut divsaikan untuk

dalam memorandum of Understanding (Mol)) dengan ruang lingkup seperti:'®

a)} Penyediaan database nasabah terpusat, schingga dapat mengetahui siapa
pelaky dan mentrasir aliran dana/asset yang diduga sebagai hasil korupsi. Hal
ini dapat diwnjudkan dengan mewajibkan setiap bank melaporkan kepada
Bank Indonesia selurub rekening nasabah dan debitar dengan nital tertentu;

by Pemberian pembekalan Legal Audit kepada pengawas bank dari Bank
Indonesia secara regular, atau bahkzn dalam melakukan penyidikan dapat
dilibatkan pengswas/pemeriksa bank dari Bank Indonesia sebagai tenaga ahli
atau bantuan teknis (fechnica! assistance);

c) Hasil pemeriksaan Bank Indonesis vang diduga mengandung unsur korupsi
dapat dikonsultasikan kepada KPK,

4y Melakukan sosialisasi secars bersama amtara KPK, Bank Indonesia dan
Perbankan mengenai modus operandi dan penanganan tindak pidana korupsi
di sektor perbankan, teknis operasional dan regulasi perbankan terkait dengan
penerapan GCG di sektor perbankan.

Kewenangan penyidikan tindak pidana pada sektor perbapkan oleh Bapk
Indonesia

Sesual fungst dan peransa Bank Indonesia sebagal otoritas perbankan
nasioral serta mengingat keterbatasan kompetensi penegak  hukum  dalam
memahami teknis operasional perbankan, maka keikutsertaan Bank Indonesin
secara aktif dalam low enforcemenr di sektor perbankan, dimaksudkan dan
ditarapkan agar dapat mempermudah, memperlancar, mempercepal serfa
mengoptimalkan proses liigasi lebih lanjut oleh penegak hukum atas setiap
penanganan kasus tindek pidana bahkan korupsi di sekior perbankan.

4 thid. him. 2.

5 rhid., him, 25-26,
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Oleh karena ity, dalam mendukung law enforcement di sektor perbankan
apar lebih efektif, efisien, dan mercvitalisasi fungsi pengawasan terhadap bank,
khususnya untik membuktikan tolah terjadi tindak pidana korupsi, melokalisty
dana hasil tindak pidana, maks sudah menjadi kebutuhan agar Bank Indonesia
dapat diberikan wewenang schagal penyidik untuk melakukan tindakan
memanggil, memeriksa, meminta keterangan kepada sctiap  pibak,
penggeledahan, pemblokiran dan penyitaan rekening/benda hasil kejahatan yang
diduga terkait dengan tindak pidana yang terjadi.

Kewenanpan ini dapat diakomodir dan ditsanglkan dalam RUU Perbankan
yang saal ini sedang dilakukan pembahasannya. Hal ini penting agar kasus tindak
pidana di sektor perbankan dapat ditangani secara lebih professional dan diambil
tindakan represif vang cepat, tepat dan akwrat sehingga tercipta efek jera dan
peringatan bagi dunia perbankan melaiui law enforcement yang tegas.

Pada beberapa negars, kewenangan penyidikan di sektor perbankan
dilakukan ofeh bank sental seperti:'™
z) Bank Negara Malaysia (BNM/Central Bank of Malaysia Act 1958 {Act 5193,

vang diberikan kewenangan sesuai Banking and Financial Institutions Act

1989 {Act 372} / BAFIA, antar Jain unfuk melakukan ©

s Pemeriksaan terhadap bank atay lembaga keuangan laimnya alus
pencatatan, pembuluan, rekening, transaksi atas kantor dan lain-lain;

s Investigasi, penggeledahan dan penyitaan;

& Penggeledahan terhadap seseorang;

¢ Penahanan terhadap seseorang tidak melebihi dari 24 jam;

e Meminta ahli;

» Penuntutan di Pengadilan setelah mendapat persetujuan dari Penuntot
Umum atas kasus pelanggaran yang diatur BAFIA.

b) Central Bank of Brazil (The Bango Cenfral do Brasil (BCB) Act No.4.595
tanggal 31 Desember 1964}, yang diberikan kewenangan unatuk !

98 GIIPDIMP Back Indonests, “Kajian Hukum Mengenai Wewenang Bank Indonesia
Dalam Lew Enforcement ¢f Bidang Perbunkan,” (Mekalah UKIP/DIMP Bank Indonesia, 8 April
2085}, hm. 13
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e Investigasi atas kejatuhan kegiatan usaha bank, dan menyerahkan kepada
hakim untuk proses penyelesaian melalui pengadilan kepaifitan atau
pengadilan lainnya;

+ Mengajukan laporan perkara atas dasar koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan adanya fungsi penyidikan oleh Bank Indonesta diharapkan proses
penyidikan dan penegakkan bukum berjalan dengan baik sebagaimana halnya
yang telah dilakukan di beberapa bank sentral negara Iain seperti Malaysia dan

Brazil.

b, Penilaian Atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabab (Enow Your Customer
Principles)

Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki tugas dan fanggungiawab
sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 fo. UU
No. 6 Tahun 2009 fentang Bank Indonesia. Sesuai U1 tersebut, Bank Indonesia
memiliki tugas dan tanggungiawab utama menjags dan memelibara stabilitas nilal
rupiah. Untuk mencapai tjuan fersebut Bank [ndonesiz memiliki kewenangan
menetapkan kebijakan moneter, memelihara dan mengatur sistem pembayaran dan
mengatur serta mengawasi bank.'®

Dalam melaksanekan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, sesuai UU
No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 18 Tahun 1998 Bank
Indonesia memiliki kewenangan memberikan izin, mengatur, mengawast dan
memberikan sanksi terhadap bank (Bank Umum dan BPR). Sebagai pengawas bank,
Bank Indonesia bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan anti-money laundering
(AML) policy, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan KYC principles,'®

Dalam rangka memastikan kepatwhan Bank Umum terhadap kewajiban
penetapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UL TPPL,
Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penitaian atas penerapan prinsip

¥ Huseln, op. ¢if,, hal. 290-291.

3 1Bid, hal. 291,
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mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU TPPU serta mengenakan
sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Bank Umum.'®

Penilaian oleh Bank Indonesia dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor
manajemen risitko penerapan KYC dan Ul TPPU dengan pertimbangan bahwa
penilatan atas faktor-faktor dimaksed dapat memberikan gambaran menyeluruh atas
penerapan KYC dan UU TPPU oleh Bank Umum vang bersangkutan. Penilaian
dilakukan berdasarkan hasi! pemeriksaan Bank Indonesia.''®

¢ Penilaian Kemampuan dan Kepatuian (Fif and Proper Tesl)

Upaya restrukturisasf perbankan, selain  ditempuh dengan  perbaikan.
perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan
sistem perbankan yang mengarahken perbankan kepada prakick-prakick good
corporate governance serla pemenuhan prinsip kehati-hatian, Ketahanan sistem
perbankan yang mantap dan stabil periu didukung dengan sumber daya manusia yang
berkualitas, Bank sebagai lembaga intermediast setiap saat harus mempertahankan
dan menjage kepercayaan, oleh karena ity kembaga perbankan perlu dimiliki dan
dikelola oleh pihak-pibak yang mempunyai integritas vang tinggd, mempunyai
kompetensi yang memadai, serta memiliki kelayakan keuanpan atan reputasi
keuangan yang baik.''! Integritas yang tinggi berkaitan dengan sikap, perilaku serta
maoral dari pihak-pihak yang melakekan pengelolaan terhadeap Bank. Hal ini
berkailan dengan mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan. Apabila
pihak vang mengelola Bank memiliki integritas yang baik maka kecil kemungkinan
akan terjadi tindak pidana korupsi pada Hank yang dikelolanya. Di sinilah peran
Bank Indonesia dalam mitigasi atau pencepahan tindak pidana korupsi di sekuwor

9 Bank Indonesis, Surat Edaran Bank Indanesia Perikal Penilaian dan Pengenaan Senksi
atus Penerapan Prinsip Mengenal Nasaboh dan Kewafiban Lain Terkait dengan Undung-Undung
tentang Tindok Pidana Pencucian Uang, SERT No. 6/37/DPNE,

" Ibidl,

" Bank Indonesia, Peraturan Bank indenesia Tentang Penilaion Kemompuan don
Keperrgan, PBU Mo, 525PBY2002 Tahun 2008, Penielasan Umum,
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perbankan yaitu dengan cara menilai pibak-pihak yang pantas untuk mengelola Bank
dengan melihat integritasnya.

Untuk memperoleh sumber daya manusia perbankan yang berkualitas dan
mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakal, Bank Indonesia periu
melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terbadap pihak-pthak yang dinilai
mempuryal pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan Bank. Penilaian
kemanpuan dan kepatutan merupakan kegiatan atan praktek pengawasan Benk yang
lazim diterapkan secara internasional.!™

Penilaian kemampuan dan kepansian tersebut merupakan kegiatan yang tidak
terpisahikan dari pelaksanaan tugas pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dan perio
dilakukan secarz berkesinambungan guna mewwjudkan ferpeliharanya pengelclaan
Bank oleh sumber daya manusia perbankan yang berintegritas, kompeten, sera
memiliki kelayakan kevangan atau reputssi keuangan yapg bhaik. Selain
memperhatikan fakfor-faktor integritas, kompetenst, serta kelayakan kevangan atau
reputasi kevangan, penifaian kemamptan dan Kepefutan juge mengandung faktor
pertimbangan (judgement) yang bersumber pada data dan informasi yang dapat
dipertanggungiawabkan serta proses yang {ransparan. Penilajan kemampuan dan
kepatutan ini selain dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan
Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di Bank juga dilakukan terhadap calon
Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank. Terhadap pihek-pihak yang
menurut penilaian Bank Indonesia tidak memenuhi kritcna yang ditetapkan, Bank
Indonesia akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku,'?

Dapat disimpulkan, ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan atau Fit and Proper Test terhadap pihak-pihak yang sedang dan akan
mengelola Bank, adalah suate upaya preventif yang dilakukan oleh Bank Indonesia

terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

W2 rbid,

2 1bid
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C. Rasus Bank X
1. Latar Belakang

a. PT. Bank X didirikan berdasarkan Akta Notaris AS, SH, No....tanggal 20 Aprii
1970 dengan Akta Perubahan terakhir Notaris JKM, SH No....tanggal 16 Mei
2000. Penpesahan oleh Menteri Kehakiman dengan  surat  keputusan
No...danggal 26 Juli 1972. Bank mulai beroperasi sejak tanggal 4 September
1970 setelah memperoleh izin uszha dari Menteri Keuangan dengan surat
keputusan nomor....tanggal 28 Agustus 1978, Bank ditingkatkan menjadi Bank
Devisa sesuai persetujuan Bank Indonesia dengan surat keputusan No.. . tanggal
7 September 1990,

Susunan pemegang saham dan kepengurusan divraikan secara rinci dalam

lampiran Profil Bank.

b. Kegiatan penanaman dana yang vtama adalah penanaman pada antar bank yang
berupa Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dan Interbank Call Money serta
penaraman dalam bentuk kredit yang diberdkan,

Kondisi kevangan dalam dalam 2 (dua} tahun terakhir dan posisi per tanggal 8
April 2004 sbb:

Total Asset | 2026904 1744233 | 1.606.698

Dana Pikak Ketiga 1.561.597 14715246 1.271.822
Qi 3z.139 25,157 17,765
Tabungen 119.648 141113 140,551
eposito 1.409.816 1305818 1113508

Total Aktiva Prodaktif 1.784.146 1.644.41% 1886918
Surat Becharga ygdimiliki 459.214 50.002 40.902
Kredit yg diberikan 842.863 338242 302163
Anter Bank Aktiva 482.867 1256175 1.244.153

Modal Disetor

Laba/Rugi
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» Perkembangan dana piliak ketiga sclama 2 (dua) tahun terakhir cenderung
menurun, yang discbabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan PT Bank X sejak
ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif pada tanggal 4 Februari
2003 yaitu yang membatasi operasional peogurus bank. Dalam  status
pengawasan intensif bank diminta untuk menyelesaikan  permasalahan
pemberian kredit kepada grup sebanyak 36 debitur sebesar Rp.546 miliar
(kredit rekayasa) yang ditemukan pada pemeriksaan umuom gabungan posisi
September 2002, Jumlah kredit kepada grup (rekayasa) tersebut berdasarkan
temuan hasil pemeriksaan dalam rangka fit and proper test {tanggal 29 Januari
s.d. 4 Februari 2003} bertambah menjadi 46 debiter sebesar Rp.721,4 miliar;

» Bank mengalami kesulitan likuiditas yang mengakibatkan rasio Giro Wajib
Minimum selalu berada dibawah ketentuan yang berlaku 5% sejak tanggal 7
Januari 2004,

» Pemberian kredit kepada pihak terkait dalam  jumizh  besar idak
mengindabkan prinsip pomberian kredit yang schat, schinggs kualitas gktiva
produktif semakin menurun dan melanpgar BMPK.

» Bank tidak dapat memenuh! kewajiban pemenuban modal mintmum (CAR)
sebesar 8%. Kondisi CAR pada bulan Juli 2003 tercatat sebesar minus 58.94%
menurun menjadi minus sebesar 171,03% pada tanggal 8 Apri] 2004,

2. Kasus Posisi dan Ketentuan Yang Dilanggar
a. Praktek-praktek (Rekayasa) Perbankan tidak sehat
= Berdasarkan hasil pemeriksaan umnm posisi kevangan per Mei 2001 telah
ditemukan beberapa pelanggaran dan kelemahan bank sbb :
a) Pemberian kredit kepada pihak terkait sebesar Rp.238 milyar yang

dilakukan melalui rekayasa pemberian kredit kepada 30 debitur dengan
mengabaikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat. Pemberian
kredit melalui rekayasa fersebut dimaksudkan wntuk menutapi dan
menghindar dari pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Pemberian
Kredit (BMPK).
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Pembelian obligasi repo sebesar Rp.247 milyar yang sebagian diantaranya
tidak diperingkat oleh pemeringkat emiten serta telah  dilakukan
porpanjangan  sebanyak 3 kali, schingga surat berharga  tersebut
digofongkan macet.

Total penanaman dana tersebut {sehesar Rp48S milvary sebagian besar
dianfaranyz telah tergolong tidak lancar sehingga mengakibatkan bank
haros membentuk cadangan PPAP. Akibat pembentukan PPAP tersebut
mendorong turunnya rasio CAR menjadi negatif 18,49%. Peran pengurus
dalam penyimpangan tersebut iebih didominasi oleh Dircktur Utama Sdr,
IGMO sekaligus scbagai Pemegang Saham Pengendali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan vang dilaksanskan pada tanggal 28 - 23
Agustus 2002 diketahui bahwa ;

a)

b)

d

Penyelesaian obligas) repo sebesar Rp361 milyar (Rp247 milyar obdigasi
repa lama dan Rplld milyar obligasi repo baru) telah dilunasi melalai PT
RFA melalui RTGS PT BM dan PT BE. Dana hasil penyelesaian obligasi
tersebut digunakan kembali untuk membeli oblipasi repo yang baru namun
masib tetap mengabaikan prinsip kehati-hatian terutama pembelian 3
obligasi repo Rp194 miliar tanpa dianalisa.

Fasilitas kredit kepada 30 debitur fihak terkait kredit telah dilunasi, namun
sumber dananya berasal dari pinjaman 5 bank lain (PT BBP, PT BE, PT
BV, PT BD dan PT BAS) sebesar Rpl188 milyar. Dari jumiah tersebut,
dana sebesar Rp36 milyar diantaranya bersumber darl kredit PT BBP yang
terkait dengan pemempatan dana PT X di  bask tersebut sebesar Rpdl
milyar.

Pemberian kredit bary kepada PT DAS {prhak terkaif) sebesar Rp13 milyar
tidak dilakukan analisa yang memadai.

Pembelian NCD PT BAS (menggunskan nama 5 BPR) sebesar Rpli3l
milyar vang kemudian NCD terscbut dipergunskan sebhagal agunan
perusahaan terkait BDB untuk memperoleh kredit dari PT. BAS. Dengan
demikian penyimpanan NCD tersebut berada di kantor BAS.
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» Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 20 Agustus sd. 2 September 2003
ditemukan hal-hal sbb:

a) PT Bank X membeli obligasi repo dari 2 yayasan dana pensiun (IK dan
MK) melalui perusahaan sekuritas PT PS sebesar Rp743 milyar. Seluruh
bukti fisik obligasi repo tersebut menurut bank disimpan di custodian PT
PS. Sesuai hasil pertenuan dengan Bank Indonesia apabila dari hasil
pemeriksaan diketahui bahwa bukti fisik obligasi repo tersebut tidak
ditemukan, maka digolongkan macet. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim
gabungan pada tanggal 15 September 2003, tidak dapat menemukan
keberadaan surat berharga tersebut dan bank membuat surat pernyataan
mengakui hasil pemeriksaan tim gabungan. Hal tersebut dipertegas lagi
dengan hasil penelitian Bapepam yang disampaikan dengan surat No. X
tanggal 27 Januari 2004 yang menyimpulkan bahwa keberadaan NCD
tersebut tidak ada atau diduga fiktif, karena PT PS tidak memiliki izin
sebagai custodian.

b) Penanaman NCD PT BAS posisi Juli 2003 sebesar Rpl02 milyar yang
prosesnya melalui Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan
(DP4) tidak diakui pengurus DP4, karena pihak DP4 tidak pernah
memiliki dan atan menempatkan dananya di BAS serta tanda tangan dalam
surat kuasa transaksi konfirmasi pembelian NCD tersebut tidak diakui

pengurus DP4 (bukan tanda tangan yang bersangkutan).

e Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 2 — 4 Desember 2003, ditemukan hal-
hal sbb:

a) Obligasi repo posisi Agustus 2003 sebesar Rp743 milyar secara bertahap

mulai diselesaikan melalui RTGS sejak bulan September sampai dengan

tanggal 6 November 2003.

b) Hasil penyelesaian obligasi repo tersebut ditempatkan kembali pada NCD
dan Interbank Call Money (IBCM) ditambah dengan penempatan
terdahulu sehingga total menjadi sebesar Rp1.239 milyar, yaitu pada :

- PT BAS IBCM Rp.444 milyar dan NCD Rp.440 milyar.
- PT BCIC IBCM Rp.93 milyar dan NCD Rp.39 milyar.
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~ PT BE Rp.15 milyar dan NCD Rp.35 milyar.

- PT BNISP dalam bentvk NCD Rp.173 milyar.
Penempatan dana tersebut di atas disamping menyimpang daeri surat
Bank Indonesia No5/14/DpG/-DPwB 1/Rhs tanggal 28 Oktober 2003
dan surat pembinasn Ne. S/13/DPwBIAIDWEBI/Dpr/Rhg tanggal 30
Junt 2003, jugs diketahui bahwa penempatan dana tersebuf terkait
dengan pemberian kredit oleh keempat bank kepada pemegang saham
(pihak terkait) PT. Bank X,

¢) Pada tanggal 7 Januari 2004 Bank X KC Jakarta menempatkan dana baru
dalam bentuk IBCM sebesar Rp50 milyar fanpa persetujuan Bank
Indonesia (karena bank masih dalam CDO). Penempatan dana tersebut

merupakan intervensi Pemegang Saham dalam pengelolaan bidang tresuri.

Ketentuan vang dilangear

Pasal 49 ayat (1} Undang-undang Nomor 7 Tabun 1992 tentang Perbankan
scbagaimana telah divbah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 serta
Kebijakan Perkreditan Bank (KPR} vang ditetapkan Bank Indonesia.

. Batag Maksimum Pemberian Kredit
» Praktek rekayasa pernberian kredit kepada 36 debitur untuk keperiuan pihak

terkait serta pembelian NCD PT BAS adalah  dimalksedkan untuk
menutup/menghindar dari  pelanggaran  ketentuan  BMPEK. Meskipun
pelangparan tersebut dapat diselesatkan bahkan bank juga dimtintz untuk
membuat komitmen memperbaiki pelangparan, namun dari hasil pemeriksaan
berikutnya praktek rekayasa pemberian kredit kepada pihak terkait dengan
tidak mengindahkan prinsip pemberian kredit yang sehat masih terus berulang,
Berdasarkan pemeriksaan khusus Fit and Proper Fengerus dan Pejabat PT
Bank X pada tanggal 29 Januari sd. 4 Februari 2003 ditemukan sbb:
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a) Pemberian fasilitas kredit kepada 7 debitur sebesar Rp.137 milyar yang
pengurusnys direkayasa, vyaitu merupakan karyawan perusabaan lain
Pemberian kredit ini telah melanggar ketentuan BMPKL

b) Pelanggaran BMPK atas kredit yang diberikan kepada 3 debitur grup
sebesar Rpl35 milyar, 2 debitur individual terkait sebesar Rp32 milyar dan
11 debitur tidak terkait sebesar RpZ635 milyar,

¢) Pemberian kredit yang direkayasa kepada 23 debitur lainnya dengan baki
debet sebesar Rpi38 milyar.,

4y Jumlah penyaluran kredit kepada 46 debitur tersebut di atas adalah sebesar
Rp727 milyar telah melanggar ketentuan BMPK,

Sebagian besar penyaluran dana fersebut sudah tergolong tidak lancar,

schingga bank ferkena Kketentwan kewajiban pemenuhan pembentukan

cadangan PPAP.

Temuan pemeriksaan khusus yang melanggar ketentuan BMPK  telah

dilaporkan kepada Unit Khusus Investignsi Perbankan {UKIP dengan

memorandum No, 52/DPwB /- IdwB1/Rahasia tanggal O Januari 2003,

Ketentuan vane dilanggar
Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP-/DIR tanggal 12

November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Surat Keputusan Dircksi
Bank Indonesia No. 31/17/KEMDIR tanggal 31 Desember 1998 tentang BMFK.

Kesulitan likuiditas bank mulai muncul sejak tanggal 7 Januari 2004 yaitu
ketika saldo GWM senantiasa berada dibawah ketentuan yang diwajibkan yaitu
berada dibawah 5%, Keadaan tersebut cenderung semakin memburuk sampai
berada dibawah 1% ferlebih lagi ketika dana pikak ketiga terutama deposito yang
sudah jatuh tempo yang tidak dapat dibayar semakin meningkat, yang per tanggal
8 April 2004 tercatat Rpl108,2 milyar kondisi GWM semakin memprihatinkan.

Upaya bank dalam menanggulangt likuiditas dengan menggunakan dana yang
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bersumber dari dana antar bank seperti BP, IF], BIMX, BS dan BMDR semakin

sulit diperoleh.

Ketentuan yang dilanggar
a) Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
b) Surat Keputusan Direksi BI No. 30/89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1997
tentang Giro Wajib Minimum sebagaimana telah beberapa kali diubah.

. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Permasalahan CAR sudah menjadi permasalahan yang serius sejak
Desember 2001 yaitu tercatat negatif sebesar 12,25% dengan perkembangan
yang berfluktuasi. Setelah terungkap adanya praktek rekayasa pemberian kredit
kepada fihak terkait yang mengabajkan prinsip pemberian kredit yang sehat telah
mengakibatkan semakin memburuknya kualitas aktiva produktif sehingga
semakin memperburuk kondisi permodalan bank.

Pada saat bank ditetapkan scbagai bank dalam pengawasan intensif pada
tanggal 4 Februari 2003, nilai KAP tercatat sebesar 14,43% (TS) dan sejak Juli
2003 rasio KAP memburuk menjadi sebesar 40,67% (TS) dan sampai menjelang
bank ditutup nilai KAP semakin memburuk (TS) yaitu posisi Februari 2004
sebesar 77,67%.

Kondisi rasio KAP yang sangat buruk tersebut telah menekan permodalan
bank karena harus membentuk cadangan PPAP dengan jumlah yang cukup besar.
Hal ini telah mengakibatkan permodalan bank menjadi negatif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan per Juli 2003 rasio KPMM (CAR) tercatat
sebesar negatif 59,94%. Kondisi CAR tersebut terus memburuk dan pada posisi

per 8 April 2004 CAR mencapai negatif 171,03%.

Ketentuan yang dilanggar
a) Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomeor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
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b) Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tangpal 13 Desember 2001
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

e Fit Proper
Berdasarkan hasil pemeriksaan kKhusus /it & proper terhadap pengurus
dan pejabat Bank X, yang kemudian mendapat kesepakatan Rapat Dewan
Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2003, telah dinyatakan bahwa
1 {satu) orang Dircktur dan 4 {empat) Pejabat Eksekutif tidak lulus fit & proper.

f. itas Aktiva Produktif
Permasalahan Kualitas Aktiva Prodoktif (KAP) mulai muncol ssjak

pemeriksaan posisi Mei 2001, tercatat dengan rasio scbesar 32,49% (18), vang
disebabkan adanys pemberian kredit kepada 36 debitur terkait dengan bank
sebesar Rp.238 milyar dan pembelian obligasi repo Rp.247 milvar yang
mengabaikan prinsip kehati-hatian. Meskipun pemberian kredit dan pembelian
obligasi repo terscbut telah diselesaikan pada bulan Oktober 2001 namer prakiek
yang tidak sehat tersebut terulang kembali pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan posisi September 2002 rasio KAP tercatat
sebesar 27,78%, vang dizebabkan oleh pemberian kredit rekayasa (kepada grop
terkait) sebhesar Rp.721,4 milyar, Sejak Juli 2003 rasic KAP tercatat sebesar
40,67% (18} dan sampai menjelang bank ditutup asic KAP semakin memburuk
{TS) vaitu sebesar 77,67% posisi per Februari 2004,

1. Usaha-Usaha Yang Dilakukan Bank Indonesia

Dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan FT, Bank X, Bank
Indonesia telah melakukan langkah-langkah pembinaan sesuai ketentuan yang diatur
dalam Pasal 37 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-nndang NMo. 10 Tahun 1998, sebagai berikut :
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a Berdasarkan hasil pertemuan dengan pengurus bank (dalam forum exit meeting}
tanggal 14 Oktober 2002, pthak bank diminta untuk mombuat

kesepakatarskomitmen :

L

»

bank mengakui bahwa semua femuan pemeriksaan tersebut adalah benar;

bank akan menyempurnakan struktur organisasi bidang tresuri;

bank akan menyusun pedoman sistem pengendalian intern;

bank akan melakukan rotasi pejabat bidang tresuri;

bank akan menempatkan pengawas intern di KC Jakarta selambat-lambatnya
pada awal November 2002;

bank akan mencari pegawai yang melakukan pemberian NCD sebagal apunan
kredit dari PT BAS

b. Melaporkan kepada QGubernpr Bank Indonesia dengan memorandum No.
4/4/Bgub/Rahasia tanggal S November 2002, tentang hasil pemeriksaan per bulan
September 2002 sbb.:

Pemberian kredit melalui praktek rekayasa kepada 36 debitur baru sebesar
Rp525 milyar telah dinikmati oleh pihak terkait.

Pemberian kredit kepada 2 debitor individual sebesar Rp.9 milyar dan 1 debitur
terkait sebesar Rp. 13 milyar yang melanggar BMPK.

CAR bank menjadi negatif 31,61% dan kekurangan meodal sebesar RpS60
milyar.

Komitmen dalam exit meeting tanggai 14 Oktober 2002 belum dilaksanakan
oleh bank.

¢. Mengadakan pertemuan dengan pengurus bank dalam rangka exit meeiing pada
tanggal 6 Januari 2003, dengan pokok-pokok kemitmen dan pernyataan sbb.:

*

Pengurus PT Bank X menerima semua temuan hasil pemeriksaan dan sanggup
melakukan perbaikan.

Akan menyelesaikan kredit 36 debitur bermasalah, pelanggaran BMPK
sclambat-lambatnya akhir Januar: 2003,

Akan menurunkan NPL di bawah 5% selambat-lambatnya Juni 2003.
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» Sanggup melaksanakan perbaikan dan semua komitmen selambat-lambatnya

akhir januari 2003.

s Menyadari konsekuensi hukum atas pelanggaran komitmen.

d. Mengadakan pertemuan dengan pengurus bank pada tanggal 4 Februari 2003

guna menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 6 Januari 2003, yaitu sbb.:

» Komitmen bank yang belum dilaksanakan, yaitu :

a)

b)
c)

d)

Penyelesaian 36 debitur atas dasar temuan pemeriksaan umum posisi
keuangan September 2002 yang baru diselesaikan sebanyak 22 debitur
Rp381 milyar dan sisanya dijanjikan selesai pada bulan Maret 2003.
Penyelesaian BMPK belum menyeluruh.

Bank belum sanggup menyelesaikan seluruh pelanggaran atas hasil temuan
pemeriksaan.

Bank belum mampu mencari pelaku yang berperan dalam pemberian

kredit 36 debitur rekayasa.

e Pengunduran diri Direktur Utama dan Fit & Proper Test Pengurus dan calon

pengurus.

e Penetapan PT Bank X dalam Pengawasan Intensif.

« Komitmen pengurus/pemilik PT Bank X adalah :

a)
b)

<)
d)

Bersedia melaksanakan semua komitmen.

Bersedia menyampaikan surat pernyataan pengunduran Direktur Utama
(Sdr. IGMO). _

Menerima penetapan status PT Bank X dalam Pengawasan Intensif.

Segera menyusun action plan pelunasan kredit setiap akhir bulan, dan
manajemen sementara sanggup mengelola bank berdasarkan prinsip

kehati-hatian, independen dan akan melaksanakan semua komitmen.

Dengan surat No. 5/2/DPwB1/IDWB1/Dpr/Rhs tanggal 4 Februari 2003, Bank

Indonesia menetapkan status bank sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif.

Dengan surat No. 5/13/DPwB1/IDWB1/Dpr/Rahasia tanggal 30 Juni 2003 Bank

Indonesia meminta bank mengenai hal-hal sebagai berikut :
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» KC Bank X lakarta tidak diperkenankan melakukan keglatan penempatan
dana dalam bentuk apapun.

¢ Pengambilan keputusan penempatan dana di atas Rp.l milvar hanya dapat
dilakukan atas perintab dan persetujuan Direksi PT Bank X dan harus
dilaporkan kepada Bank Indonesia,

» Tidsk melakukan roll over atas penempatan dana di PT BAS dalam bentuk
apapun,

. Dengan surat Neo. 5/14/DpU/DPwB/Rahasia tanggal 28 Oktober 2003, Bank

Indonesia memutuskan Bank X sebapgai bank dalam Special Swveilance Unit

. {SSU} dan meminta bank untuk melaksanakan hal-hal shb.:

» Mengajukan Capital Restoration Plan (CRP),

o Mengembalikan penempatan dana bermasalah sebesar Rp743 milyar.

» Mengajukan rencana penambahan modal.

s Tidak melakukan transaksi dengan pibak terkait dan atau pihak-pihak lain
vang difetapkan Bank Indonesia.

s Melaporkan setiap penempatan dana dan pemberian kredit.

. Dengan surat No.5M4%DPwBIADWBI1/Dpi/Rahasia tanggal 14 November 2003
Bank Indonesia melarang perpannjangan penempatan dana PT Bank X di PT BAS.

Dengan surat No.5/55/DPwBI/IDWB1/Dpr/Rhs tanggal 19 November 2003
Bank Indonesia melarang perpanjangan pencmpatan dana PT Bank X di 4 bank
(PT BAS, PT BCIC, PT BE dan PT BNISP).

Dengan surat Mo. 6/10/DPwBIADWB/Dpr/Rahasia tanggal 27 Januari 2004
Bank Indonesia menegaskan bahwa pencairan Time Deposit dan IBCM di PT
Bank CIC sebesar Rp.67 milyar dan PT BAS sebesar Rp.39 milyar yang sisanya
sebesar Rp.28 milyar ditempatkan pada Giro BI pada tanggal 23 Januvari 2004
yang ditanam kembali dalam IBCM di PT BCIC yang menyimpang dari
CIO/SSUL Hal ini Juga melanggar surat peatbinaan
No. 547/DPwBHIDWB /Dp/-Rbs tangeal 12 November 2003 fentang Usulan
Counterparly Limit.
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k. Dengan surat No.6/4/DPwWBU/IDWE /Dpr/Rahasia tanggal 9 Januari 2004 dan
No. $/%/0PwBI/IDWBI/-Dpr/Rahasia tanggal 19 Januari 2004 Bank Indonesia
menegaskan bahwa penempatan dana baru di PT BAS sebesar Rp50 milyar pada
tanggal 7 Januvari 2004 telah melanggar Cease and Desist Order (CDO).

. Dengan surat No.5/40/DPwB1/IDWB1/Dpr/Rabiasia tanggal 3 November 2003,
Bank Indonesia menempatkan Tim On Site Supervisory Presence, guna
melakukan pemantaunan atas  pelaksanaan  CDO  dan langkah-langkah

penyeicsatannya.

m. Mengingat langkah untuk mengusahakan tagihan antar bank PT Bank X tethadap
FT BAS dan bank-bank lain masih ferdapat peluang untuk diselesaiken, maka
dengan surgt No.6/12/-DPwBVIDWB1/Dpr/Rahasia tangeal 28 Januari 2004,
Bank Indonesia memperpanjang masa pengawasan khusus terhadap PT Bank X,

n. Dengan surat No.6/3/DPwB1/Rahasia tanggal 28 Janvari 2004, KBI Denpasar
melaporkan perkembangan PT. Bank X kepada Gubernur Bank Indonesia sbb.:

e Penempatan dana PT Bank X di PT BAS sampai dengan 2] Januari 2004
sebegar Rp.962 milyar tidak dapat diselesaikan sesual kesepakatan tanggal 15
dan 16 Januari 2004. Realisasi penyelesaian hanya sebesar Rp.é milyar
sehingga dikategorikan macet. Hal ini mengakibatken CAR PT Bank X bulan
Oktober 2003 menjadi negatif di atas 100%. _

» Tunguakan atas tagihan antarbask PT Bank X kepada PT BAS pada tanggal
27 Januari 2004 tclah diproses menjadi pengakuan hutang atas nama PSP PT
Bank X (secara notariil) yang dijamin dengan aset pribadi PSP,

0. Mengadakan pertemuan dengan pemegang sabam PT. Bank X dan pengurus PT.
BAS pada tanggal 30 Januari 2003, dengan kesepakatan bahwa pelunasan tagihan
PT Bank X kepada PT BAS dengan penyerahan Surat-Surat Berharga (55B)
milik PT BAS. Realisasi pelunasan tersebut harus dilaporkan selambat-lambainya
7 hari sgjak tanggal kesepakatan. Scdangkan aset pribadi PSP PT BDB yang
sernula digunakan untuk menjamin hutang PSP PT Bank X tetap mengikat PSP
PT Bank X dan digunakan untuk menjamin SSB PT BAS.
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p. Dengan surat No.6/14/DPwBLADWBI/Dpr/Rahasia tanggal 6 Februari 2004

Bank Indonesia meminta bank untuk :

» Melaksanakan kesepakatan tanggal 30 Janueri 2004 serta melekukan
perubahan CRP sesuai pokok-pokok kesepakatan tersebut.

e Memelibara GWM,

» Melaksanakan pencairan asct-aset bank yang tidak efektif dan agunan vang
diambilalih, serta pengilatan aset pribadi PSP dan kelustganya vang
memenuhi unsur legalitag,

. Untuk dapat memperbaiki kondisi GWM yang semakin memburuk, Bank
Indonesia mendorong Bank X untuk mencairkan penempatan dana pada 4 bank
(FT BAS, PT BCIC, PT BE dan FT BNISP), namun dana tersebut tidak dapat
dicairkan, Untuk mengetabui alasan tidak dapat dicairkannya penempatan dana
tersebut, Bank Indonesia memfasilitasi peremuan antara PT. Bank X dengan
sbb.:

e PT BE pada tanggal 1 Maret 2004. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa
penempatan dana PT Bank X pada PT BE sebesar Rp50 milyar atas dasar
ingtrukst lisan Sdr. IGN OB, Sdr. WIM dan Sdr. GW. Dana tersebut
diinstruksikan untuk membiayai kredit perusahaan terkait PT Bank X scbesar
Rp20 milyar dan sisanya untuk diteruskan kepada PT BAS.

» PT BNISP pada tanggal 2 Maret 2004. Dari perternuan tersebut diketahui
bahwa NCD PT Bank X pada PT BNISP sehesar Rp153 milyar telah dijadikan
Jaminan kredit atas nama 9 perusahaan terkait PT Bank X (grup Sdr. IGN OB}
dengan total baki debet Rpll8 milyar, Berhubung perusabaan tersebut
wanprestasi maka NCD tersebut telah diset off dan sisanya telah ditransfer
kepada PT Bank X.

« PT BCIC pada tanggal 3 Maret 2004, Dari perfemuan terscbut diketahul
bahwa penempatan dana PT Hank X pada PT BCIC sebesar Rp75 milyar
{jatuh tempoe pada tanggal § dan 6 Februari 2004) telzh dilakukan set off
dengan penernpatan dana PT BCIC di PT BAS yang tidak dapat dicairkan. Set
off ini berdasarkan deal awal dengan 8dr. GW dan surat pernyataan set off
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yang ditandatangani oleh Sdr. GS dan Sdr IKS (dalam pertemuan ini juga
terungkap bahwa pengurus tidak pernah menandatangani surat tersebut] dan
surat porintah set off dari Sdr. IGN OB dan Sdr. NS.

« Tidak tertagihnya penempatan dana antar bank di PT BAS sebesar Rp956
milyar mengakibatkan CAR bank menjadi semakin memburuk pada posisi
Februari 2004 menjadi negatif 171,03%.

Pada tanggal 19 Februari 2004 telah dilakukan pengikatan aset pribadi PSP dan
keluarga yang telah diserahkan kepada PT Bank X secara notariil di hadapan
notaris Dr. IS, SH, MSI notaris di Jakarta. Aset sebanvak 82 unit tersebut
menurot penilaian appraisal PT SVL, PT IKA dan PT BKA bemilai sebesar
Rp.945 milyar.

. Dengan surat No. 625/DPwBI/ADWBI/Dpr/Rhs tanggal 2 Maret 2004 Bank
Indonesia menanyakan legalitas penempatan Sdr. IGN OS (PS) sehapai tenaga di
KC Bank X Jakarta dan penguasaan nomor kombinasi brandkas di khazanah
Bank X KC Jakarta,

Dengan surat No. 633PwBI/IDWB1/Dpr/RhEs tanggal 18 Maret 2004 Bank
indonesia mempertanyakan semskin banyaknya keluhen nasabah yang tidek
berhasil mencairkan simpanan depositonya.

. Dengan surat No. ¢/38/DPwB/IDWRBI/Dpr/Rhs tanggal 26 Maret 2004 Bank
Indonesia menegaskan bahwa bank tidak diperkenankan untuk sementara

melakukan penukaran asset dan penambahan asset Pribadi PS.

. Kinerja Bank X semakin hari semakin memburuk dengan kondisi sbb.:

s (GWM seiak tanggal 7 Jamuart 2004 semakin memburuk dan pada koron wakwu
dari tanggal 23 Maret 2004 sampai dengan tanggal 1 April 2004 rasio GWM
akan berada di bawah 1% kareng adenya dana dari 4 bank {BP, BIF], BS,
BIMX) yang akan jatuh tempo.

¢ Deposito jatuh tempo tidak terbayar semakin meningkat dan posisi per tanggal
30 Apsil 2004 tercatat sebesar Rp.105,2 milyar.
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s ‘Telah ada permintaan dari pihak 4 bank dan beberapa nasabgh untuk menarik

simpanannya.

Kondisi kerja di PT Bank X KC Jakarta tidak kondusif, terbukti denpan
absennya seluruh staf, pejabat tresury dan pimpinan sejak fanggal 31 Maret
2004. Situasi tersebut mencerminkan adanya keengganan para staf dan pejabat
Bank X KC Jakarta dalam menghadapi nasabah vang menginginkan dananya
dapat ditarik, sementara sumber dana belum tersedia. Hal tersehut dapat
menimbulkan kecenderungan rush di KC Jakarta yang dapat berdampak pada
KP dan KC lainnya,

w. Mengadakan pertemuan dengan PSP dan Pengurus bank pada tanggal 31 Maret
2804, dengan kesimpulan/-pernyataan shh.:

.

PSP dan Pengurus PT Bank X sampai tanggal terscbut masih tetap berusaha
untuk mencari investor vang bersedia membantu kesulitan bank,

Segala harta vang dimiliki akan diperiaruhkan demi kepentingan bank, kecuall
tempat tingaal

Apabila semua ussha fidak berhasil, PSP akan menyemshkan sepenuhnyz
kepada Bank Indonesia dan bersedia membantu secara kooperatif terhadap
langkah~langkah yang akan ditempuh untuk perbaikan dan atau kelangsungan
usaha bank.

Dalam pertemuan tersebut PSP juga membuat surat pemyataan tertanggal 31

Maret 2004 vang intinys:

Tidak sanggup lagi ontuk menyelesaikan permasalahan kevangan PT Bank X
walaupun telah dilakukan vpaya maksimal.

Menyerahkan sepenuhinya tindak lanjut penyelesaian PT Bank X kepada
instanst berwenang.

Bersedia menerima langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian PT Bank X

yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pada tanggal 2 April 2004 DGS Bank Indonesia masih mengupayakan untuk

mencarikan investor guna menyelamatkan PT Bank X dengan mengundang PT
BN, PT BDNMN dan PT BBP. Namun ketipa bank tersebut menolak karerna
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jumlah kewajiban yang harus ditanggung investor cukup besar yaitu sebesar
Rpl.234 milyar.

. Mengadakan perternuan dengan PSP dan Pengurus Bank pada tanggal 4 April

2004, dengan pemyataan sbb.;

= Menyadari sepenubnya kondsi keuangan dan permodalan PT Baok X semakin
memburuk dan sulit diatasi,

s Segala sesuztu yang berkaitan dengan permasalahan PT Bank X disebabkan
oleh campur tangan P8 yang dilakukan oleh Sdr. IGN OB.

» Tidak sanggup lagi mengatasi masalsh keuangan Bank X dan menyershkan
penyelesaiannya kepada otoritas dan pemerintah.

» Akan berupaya sepenuhriya menyelamatkan aset dan kewajiban serta berkas
dokumen Bank X dan menjaga kepentingan para deposan.

s Akan mencegah pembayaran/melakukan transaksi kepada pihak terkait.

. Dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 8 April 2004,
diinformasikan bahwa kondisi terakhir Bank X tidak ada perbaikan bahkan
likuiditas Bank X semakin memburuk yaita yang tercermin pada dana pihak
ketipa yang diperpanjang secars paksa (tidak bisa dibayar) sudah semakin
membesar. Oleh kerena ity Dewan Gubernyr Bank Indonesia delam RDG
tersehut memutuskan hal-hal sbb.

s Mempertimbangkan informasi terakhir mengenal kondisi BAS dan Bank X,
Dewan Gubernur menyépakati untuk menabut fzin usaha kedua bank pada
hari Kamis tanggal 8 April 2004,

» Schubungan dengan pencabutan izin usaba tersebut, Bank Indonesia
menghentikan secara tetap kegiatan kliring BAS dan Bank X terhitung sejak
hari Kamis tanggal 8 April 2004 setelah selesainya seluruh proses kliring dan
penyelesaian akhir terhadap hasil kliring tanggal & April 2004.

» Terhitung sejak hari Senin tanggal 12 April 2004, status kepesertaan (BAS
dany Bank X dalam systern BLRTGS diubah meniadi freeze.
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&. Dengan surat No. 6/18/DPwB1/PwB15/Rahasia fanggal 8 April 2004, Bank
Indonesia menginformasikan kepada Digen Lembaga Kevangan mengenal
permasalahan dan langkah-langkah penyehatan (BAS danj) Bank X sbb.:

* Kesulitan keuangan yang strukiural dihadapi oleh (BAS dan) Bank X karena
rekayasa penerbitan NCD, pemberian kredit fiktif dan pembelian surat
berharga fiktf dalam jumish yang cukup besar yang mengakibatkan CAR
bank menjadi negative dan GWM Rupiah kurang dari 5%,

» Upaya-upaya yang telah dilakukan Bank Indoncsia antara lain dengan
menempatkan BAS dan Bank X dalam Pengawasan Khusus (8SU), meminta
pengurus/-pemegang saham pengendali untuk melakukan langkah-langkah
penyehatan seperti menambah modal, mengganti pengurus, menjaga likuiditas,
Disamping ite, kepada bank telah dikenakan untuk melakukan dan atau tidak
melakokan tindaken tertenty (CDO) berupa @ melarang melakukan transaksi
dengan pihak-pihak terksit; meminta PSP untuk menyerabkan aset pribadi
untuk menutup kekurangan modal; melarang bank menjual atau menurunkan
jumlah aset atau meningkatkan komitinen dan kontijensi tanpa persehuyjuan
Bank Indonesia; melarang bank melakukan perubahan atau mengalihkan
kepemilikan saham bank,

s Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyehatan namun bank tidak dapat
momperbaiki kondisinya bahken cenderung semakin buruk yang ditandai
dengan CAR masih negatif dan mengalami kesulitan likuiditas yang parah,
dengan demikian bank terschut telsh memenuhi syarat untek dicabut izin
wsabanya. Sehubungan dengan itu, kepada Departemen Keuangan diminta
untuk mempersiapkan pelaksanaan pembayaran kewajiban bank sesuai dengan
ketentuan Program Penjaminan Pemerintah.

4. Penntup

a. Permasalahan bank lerntams disebabkan oleh adanya intervensi Pemegang
Saham Pengendali (PSP), dengan memanfaatkan kelemahan pikiak Dircksi dalam
mencgakkan independenst operasional bank. Intervensi PSP tersebut tempak

dalam proses penanaman bidang tresuri, yaitu dilakukan melalui salah satu
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Kantor Cabangnya di Panglima Polim Jakaria. Salah sate bentuk intervensi
adalak penempatan dana PT. Bank X di BNISP dalam bentuk NCD sebesar Rp.
153 miliar bukti fisiknya tidak diserahkan kepada PT Bank X sebagai pemilik
terakhir, namun dijadikan sebagai jaminan oleh salab satu Pemegang Saham
{salah satu putra Pemegang Saham Pengendall) untuk memperoleh kredit dari
pihak BNISP sebesar Rp.1 18 miliar.

. Hal serupa juga teriadi pada penanaman dana antar bank PT Bank X pada BE,
BCIC dan BAS vang masing-masing sebesar Rp. 50 milyar, Rp. 75 milyar dan
Rp. 941 miiyar, Pembayaran atas penempatan dana PT Bank X dalam benivk
NCD maupun IBCM ditolsk oleh bank-bank tersehut, karena telah diset off
dengan hutang group pemegang saham Bank X. Pelaksanaan set off didasari oleh
surat dart pihak salah satu Pemegang Saham minoritas dan pejabat pernimpin
Cabang PT Bask X Panglima Polim Jakarta, tanpa scpengetshuan dan
persetujuan dard direkst maupun dewan komisaris PT Bank X. Salah satu bentuk
intervensi Pemepang Saham hinnya adalgh adanys 2 (dua) kali penempatan dana
selama periode bank dalam status pengawasan khusus yang scharusnya tidak
diperkenankan pada PT BAS masing-masing sebesar Rp. 38 miliar dan Rp. 50
miliar, dengan tujusn semata-mate vobyk membanty Hkuiditas PT BAS.

. Setelah memperhatikan perkembangan serta kondisi Hkuoiditas terakhir PT. Bank
X maka Gubernur Bank Indonesia dengan surat keputusannya Nao.
S/6/KEP.GBI2004 tanggal 8 April 2004, mencabut izin usaha PT, Bank X,
terhitung mulai tanggal 8 April 2004,

. Dalam kasus ink, sangat jelas Bank Indonesiz sebagai Bank Sentral menjalarkan
fungsinya sebagai lembaga pengawsas perbankan yaity dengan melakukan upays
mitigasi terhadap tindak pidana perbankan yang berindikasi pada tindak pidanz
korupsi vaitu pemberian kredit kepada beberapa debitue rekayasa densgan tujuan
untuk menghindart ketentuan BMPK yang dilakukan oleh para pejabat Bank X
yang mana penyimpangan tersebut didominast oleh Direkter Utama, 1GMO
sekaligas sebagatl pemegang sgham pengendali atas ickanan dari pemegang
seham mayoritas lainnya yeitu saudara IGN OB, yang memerintahkan
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mangjemen Bank X memproses permohonan kredit itu. Selain mengajukan
permohonan kredit dengan menggunakan 31 perusahaan fiktif, IGN OB juga
menggunakan dana milik Bank X yang ditempatkan pada PT. BAS dengan cara
mengajukan kredit dengan menggunakan 40 perusahaan fikiif. Dana yang
dibobol fersebut adalah dana milik Bank X yang ditempatkan pada PT. BAS
dalam bentuk megoticble certificate deposite (NCD) dan inter bank cdll money
(IBCM)}. Selain itu, IGN OB juga mengpunakan dasa milik Bank X yang
ditempatkan di PT. BE dalam bentuk NCD senilai Rp 20 milyar. IGN OB dengan
tanpa hak telah mencairkan NCD tersebut untak membayar pinjaman dua debitor
pada BE yakni PT KSD dan PT IDM. Akibat perbuatannya ity, negarz telah
dirugikan ratusan milyar rupiah, Kerugian itu timbul karena pemerintah harus
melakukan pombayaran terhadap dana nassbah Bank X vang telah dilikuidasi
Bank Indonesia pada tanggal 8 April 2004 karena Bank X tidak dapat memenubi
kewajiban pemenuhan modal minimum {CAR) sebesar 8%, dan kondisi CAR
pada bulan Juli 2003 tercatat sebesar minus 59,94% menurin menjadi minus
sebesar 171,03% pada tanggal 8 April 2004. Tindakan IGN OB terbukd
melanggar UtJ Nomor 31 Tahun 1999 jo LU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 53
ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

. Tindak pidana perbankan dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana
korupsi oleh karena penyimpangan pemberian kredit yang mengakibatkan kredit
macet tersebut telah merugikan kevangan negara, karena Bank X masuk program
peniaminan pemerintah, pemerintah wajib membavar talangan untuk nasabah
bank itu. Hingga kini, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah {UP3) Departemen
Keuangan telah membayarkan sebesar Rpl,247 trilion, Sehingga dalam hal ini
tindakan IGN OB telah memenuhi unsur merugikan kepangan negara di dalam
ketentuan pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999, dan penanganan terhadap unsur
pidana korupsi dalam kasuos ini telah diserahkan kepada pihak penyidik melalo
rapat pleno yang {elah memutuskan indikasi terponuhinya aspek-aspek pidana,
yang harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Polri dan kejaksaan.
Rapat pleno imi tindak lanjut dari temuan tim yang sebelumnya ditunjuk oleh
Unit Khosus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia (sekarang DIMP)

Universitas Indonesia

Peranan Bank..., Adhi P. Rahman, FH Ul, 2009



S0

unfuk menelusuri kemungkinan adanya unsur findak pidana dalam penutupan
perbankan. Melalui UKIP, Bank Indonesia telah menjalankan fungsinya sebagal
lembaga pengawas perbankan yang melakokan mitigasi terhadap tindak pidana
korupsi di bidang perbankan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UL
PIPKY &1 Indonesia sclama ini masih belum optimal. Hal ini terutama
disebabkan perilake korup dalam kehidupan masyarakat sudah tertanam
lams, khusugnva pada era orde baru dimana penegakan hukum kerap
diintervensi oleh penguass, terlebih lagi ketentuan-ketentuan di dalam UU
PIPK menggunakan pengertian-pengertian yang iidak sejalan dengan
prinsip-pringip keuangan negara, UUD 1945 dan adanya berbagai UU terkait
vatyg pengaturannya tidak sejalan, maka implementasi UL PTPK bagi bank-
hank BUMN mengeiami berbagai kendala dan permasaiahan,

2. Peranan Bank Indonesia dalam Mitigasi tindak pidana korupsi pada sekior
perbankan pasicnal antara lain dengan melakokan penelusuran adanya unsur
Hndak pidana termasuk tindak pidana korupsi dalam masalah perbankan
melalui lembaganys yang kbusus untuk itu vaitu Direkiorat Investigasi dan
Mediasi Perbankan (DIMP) yang semula bernama Unit Khusus Investigasi
Perbankan (UKIP). Melalui lembaga DIMP, Bank Indonesia telah
menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas dan pembina perbankan
vang melakukan mitigasi terhadap tindak pidana korupsi di  bidang
perbankan. Selain Hu Bank Indonesia juga membuat kesepakatan dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Pedoman Pemeriksaan
Khusus Bersama Pada Bank Umum untuk Penyelamatan Keoangan Negara
pacia tanggal 23 Juni 2008, Yang mengatur
prosedur pemeriksaaan khusus bersama Bl dan KPK terhadap bank umum

sebagai upaya penyelamatan keuangan negara dengan fclap menjaga
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kelangsungan usaha bank. Kesepakatan dimaksudkan agar tecdapat prosedur
yang ielas, sehingga informasi yang diperfukan oleh KPK bisa didapatkan,
dan di sisi lain bank juga tidak gamang, Melalui kesepakatan tersebut, Bank
Indonesia ingin berkontribusi dalam  penyefamatan kevangan negara,
terutama yang berada di perbankan. Seperti diketahui, pengelolaan sebagian
besar keuangan negara berada di perbankan. Oleh sebab ifu manfaat atau
keuntungan atas pengelolazn tersehut harus dikembalikan pada Negara.
Meskipun Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan vuridis untuk
menangani tindak pidana korupsi di sektor perbankan, namun Bank Tndonesia
sepantiasa berupays uniuk membantu penegakan UU PTPK sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki,

B. Saran

i.

Untuk kelancaran impiementasi dan pelaksansan ketentuan-ketentuan di
dalam UU PTPK, menurut hemat penulis schaiknya Bank Indonesia
mengambil inisiatif untuk mengundang perbankan BUMN, asosiasi-asosiasi
perbankan untuk duduk bersama dalam rangka penyamsan persepsi terhadap
ketentuan-kefentuan di dalam UU PTPK schingga dapat dihasilken
keputusan, Selain ity Bank Indonesia juga memprekarsai Ferum Kornunikasi
pelaksanaan UU PTPK yang keanggotaannya terdiri dari Bank Indomesia,
KPK, Kelaksaan, Asosiasi Perbankan, Bank-bank BUMN yang tupasaya
membalas permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan YU
PTPK pada perbankan BUMN. Dalam mengatasi permasalaban perbankan
Bank Indonesia scbaikmya jupga memprekarsal untuk melakukan kajian
bersama KPK, Perbankan BUMN, Asosiasi Perbankan, Akademisi mengenai
permasalahan yang ada terkait dengan aturan dan implementasi UU PTPK.

Untuk efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan tindzak pidana
korupst pada sektor perbankan nasional, scbaikaya Bank Indonesia melalui
[embaga DIMP lebih meningkatkan peramnya dalam imenpatasi setiap
permasalahan perbankan agar setiap unsur tindak pidana dalam suafu
permasalaghan perbankan benar-benar ditelusuri tidak saja dari aspek hukum
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akan fetapt juga aspek ekonomi khususnya perbankan, sehingpa pada soat
suaty permasaiahan perbankan ditemukan adasya unsue tindak pidana dan
dilimpahkan kepada penyidik beserta aparat penegak hukum lainnya, tidak

ada kekelirvan dalam menindak lanjuti permasalahan perbankan tersebut,

Universitas Indonesia
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TRANSKRIP WAWANCARA

Informan: Bapak Andang Haryauto, SH., MM.
Karier: 1. Pengawas Bank Indonesia (1984-1996);
2. Peneliti Bank Senior (1996-2001);
3. Peneliti Bank Eksekutif (2001-2008)
4. Kepala Learning Centre Bank Indonesia (2008-sekarang)
Catatan: Yang bersangkutan adalah Ketua Penyusunan Kaodifikasi
Permasalahan Perbankan di Indonesia

1. Menurut Bapak, apakah selama ini kompetensi pemeriksa bank sudah diterapkan

dengan baik?

Mernurut saya, berdasarkan pengalaman, kompetensi pemeriksa bank masih belum
optimal untuk wrusan mendeteksi atan menemukan adanya praktik perbankan yang
tidak sehat dan berindikasi tindak pidana korapsi, terutama dalam memperoleh bukti-
bukti dokumen atas peayimpangan tersebut untuk dijadikac bahan pembukiian di

hadapan pencgak hukam,

2. Apa yang menyebabkan kondisi kuranpg oplimalnyas kompetensi pemeriksa Bank

tersebut?

Kondisi ini disebabkan kurangnya pengetehuan aspek legal yang ferkait dengan
hukum pembuktian, karena masih terbatas pada pelangparan terhadap ketentuan
Bank Indonesia yang lebih bersifat administratif. Jika dikaitkan dengan temuan hasil
pemeriksaan bank baik atas dasar laporan Bank Indonesia, BPK, BPKP, dan laporan

magyarakat, seringkali pemeriksa atau pengawas Bank Indonesia dimintal keterangan
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pemeriksaan terkait kasus yang disidik secara benar dan proporsional, dan yang
dipertanyakan adalah aspek hukum atas perbuatan pelaku yang menyimpang atau

bertentangan dengan peraturan dan bukti-bukti pendukungnya.

. Pada praktiknya kompetensi seperti apa yang perlu diberikan oleh pengawas Bank

dari Bank Indonesia?

Menurut saya, dalam rangka membantu dan mempercepat proses penegakkan hukum
khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor perbankan, kepada
pengawas Bank Indonesia periu diberikan kompetensi untuk melakukan legal audit,
yaitu suatu kegiatan pemeriksaan dan atau penilaian atas permasalahan-permasalahan
hukum mengenai atau berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Melalui legal audit akan
diperoleh lebih dalam maksud dan tujuan dilakukan perbuatan menyimpang tersebut

sesuai asas-asas hukum yang berlaku dan pencarian bukti-bukti pendukungnya.

. Secara spesifik kapankah kompetensi tersebut diperlukan oleh seorang pengawas

Bank?

Legal Audit di perbankan diperlukan pada waktu pemeriksaan langsung di bank (baik
umum maupun khusus) atas dokumen-dokumen terkait antara lain dalam rangka
Initial Public Offering (IPO), Merger/Akuisisi/Konsolidasi, Pemberian Kredit,
Penempatan dana bank, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang perlu dilakukan
legal audit antara lain AD/ART perusahaan, Pengelolaan Asset, Perjanjian, Perizinan,
Kepegawaian, Pajak, Asuransi, Permasalahan hukum (tuntutan ganti rugi) di dalam
maupun di luar pengadilan. Kegiatan legal audit dapat juga dilakukan dengan cara
meneliti secara fisik atau penelitian lapangan dan pengamatan terhadap suatu obyek
untuk memastikan kebenarannya, atau penelitian atas informasi dari pengadilan,

laporan keuangan, keterangan direksi.

Seperti apa indikasi tindak pidana yang ditemukan melalui penelusuran atas suatu

pemeriksaan bank oleh pengawas Bank Indonesia?
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melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan, atag dengan sengaia mengambil
dana bank untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya atag pihak
lain yang merugikan keuvangan negara dengan cara mark up pemberian kredit dan
jaminan kredit dari kebutuhan riil, penerbitan depositoftabungan palsu, penggunaan

dokumen palsu untuk keperluan mendapatkan fasilitas kredit dan sebagainya.

. Selain berguna untuk proses penyidikan lebih lanjui, apa lagi kegunaan dari hasil

penelusuran oleh DIMP dalam praktik perbankan?

Sebagai acuan/referensi untuk membekali bagaimana memahami dan mentarsir modus
operandi tindak pidana bahkan berindikasi korupsi yang biasa dilakukan di
perbankan, Di samping itu dapat juga diberikan pembekalan fentang pemahaman
aspek-aspek hukum perbankan dan korupsi oleh Direkiorat Hukum dalam bentuk
sharing informasi, gelar perkara/kajian secara bersama-sama (ekspos kasus), atau
mendatangkan narasumber dari penegak hukum vang khusus menangani korupsi yaitu
Romisi Pemberamtasan Korupsi (KPK)} yang lebih memiliki pepgalaman dalam

menangani kasus korupsi terutama di sektor perbankan,

Penulis

re

e

{Adhi P. Rahman} {Andang Haryanto, SH., MM)
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TRANSKRIP WAWANCARA
Penulis dengan Bapak Sudaryono, Kemisaris Bank Mandiri
{Dilakukan via Telephon tanggal 21 Agustus 2008)

Apskah isu / pemberitaan media massa mengenal adanya pejabat / karyawan bank yang
melakukan tindak pidana korupsi di bank BUMN berdampak buruk bagi bank tersebut,
dalam hal ini Bank Mandin?

Jelas, bahwa pemberitean tindak pidana korupsi sempat menwunkan semangat kerja
karyawan dan kehati-hatian yang beriebihan, Terlebih lagi, dengan terjadinya pemberitaan di
mediz massa (sekitar Mei 2005} berpengarub terhadap penurunen harpa ssham, walaupun
kemudian meningkat kembali. Lalu setelah putusan MA ditetapkan tanggal 13 September
2007 yang menghukum para mantan Pejsbat Bank Mandirl tersebut, harga saham Bank
Mandiri kembali turan.

Pemberitaan media massa atas tuduhan koropsi kepada para pejabat Bank Bukopin, juga
mempengaruhi kinerja pegawai seperti terjadi pada Bank Mandid. Selain itu berita media
massa juga berpengaruh terhadap turunnya harga saham Bank Bukopin, bahkan berlangsung
dalam waktu vang cukup lama.
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Monunjuk surat Menteed Kowangan RiI Momor S-)24/MK.01/2006
tanggal 26 Juli 2006 peribal tersebid di ates, don seicleh Mahkomah Aguag
mgmpcjajariaya dengan dapat disempaikan hal-sal sebagai berikul: *

. Bahwa Pasaj ! angha } Undang-Uindang Nomor 19 Talum 2003 wmteng  Badan
Usaha Milik Negars berbunyi:
Badan Usoha Milik Negora, yong selonjuinya disclnd BUMHN, aduloh badan
ustiha  yeosg seleruh ateu sebaglan besar modglsya dinillkl oleh negare melalul
ponyartoan secara fangsung yong berosel dar! kekoyuan negere  yang
a?;zl-:;:}:m;r". i
Pasal 4 ayat (1) undang-undang yang sems menyvatglcen bahwa “Modal BUMY
merupakan dan berasal dori kekayaan negara yong dipisahkan”.

Dalam penjelaszs Pagal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa "J’ang' dimaksud .

dengan  dipisahkar adalah  pepisehan  kekayaun negara  dori  Anggeran
Pundagparen don Dedarge Negera untuk dijedikan genyertans medal tepara pods
UUMN untak selanfutnya pestiinamn dan pengclolaannya tiduk kgt didasorkan

pada sistgm dnggaran Pendapatas den Delanfue Negare, sonun pembinods dan
pengelolaannya didasarkan pela prinsinprinsly perisalican parg Schar™;

Rehwa dalam pasalpasal tersebut di atas, yang morupokan undsng-undang khusus
tentang BUMN, jelas dikatekon babwa modal BUMN beresal duri kokaynan RO
yany telah dipisahian dari APBN dan selorfutnyd pombincan dan penpeielugnnya

tidak didasarkan pada sistemn APBN mekinkan didasorkan pada prinsip-prinsip
perusahoan yasy schat;
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3. Bahwa Paosal | angks 6 Undung-Undung. Nomor | Tahun 2004 lcntang
Perbendaharann Megara menyebulkan: .
"Piutong Negora adaloh jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemeriniah
Pusat danfatan hak Pemerinialt Pusat yang dapat dinflai dengan vang sebagerd
akibar  perfanjian ataw’ akibar lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaky alay akibat lainnya yang sah";

Bahwd oleh karena ite piutang BUMN bukanlah piutang Negara;

. Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tzhun 1960 tentang
Papitia Urusan Pjutang Negara menyatakan bahwa "plutang Negara alau hutang
kepude Negara adaloh jumiah ‘uang yang wafib dibayar kepada Negara aiqu
Budan-badan yang  balk secara langsung atau tidok langsung dikuasal oleh
Negara berdasarkan suatu peraturan, perfanjian atau sebab apapun® dan dalo:m

- penjeiasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula pistang "badai-
badun yang wmwmnya kekayaan dan modainya sebagian atav seluruhnya milik
Negara, mlsa!nj!a Bank-bank Negara, P.T-P.T Negara, Perusahaan-Perusahaan
Negara, Yayasun Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahun Makenan
dan sebageinya”, serla Posat 12 ayal (1) undang-undang yang sama mewajibkan’
Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negam sebagaimana dimeksud
dalam Pasal 8 untuk menyerahkan pivtang-pivtang yang adanya dan besamya telah -
pasli menurt hukum akan ictopi pepanggung hutangnya tidak mau melunasi
scbagaimana mcstihya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan

« fentang pivtang BUMN dnlam Undang-Undnng Nomor 49 Prp. Tohun 1960

tersebut lidak tagi mengikat seenra hukum dehgun adanya Undang-Undang Nemor

19 Tahun 2003 tentang Badon Useha Milik Negorn yang merupnkan undungr

undang khusus {{ex specialis) dan lebih baru dari Undang-Undang Nomeor 49 Prp.
Tahun 1960; '

Behwa begitu pula halnys denpgan Pasal 2 huruf g .Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 yang berbunyi: :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka | meliputi:

“g. kekayaan negarafkekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pthak laln

berupa wang, surai berharga, pivtang, barang, seria hak-hak lain yang dapat
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dinilai dengon wong, ternmsuk kekayaan yong dipisahian puda perusahaan
wegaraiperisahoan daeralt”, '

yang dengan adanya Undsng-Undang Nomor {9 whun 2007 lentusg BUMN make

kelontuap dalern Pasal 2 huref g khusss mongenal "kekaysen yong dipubtkm

peda perusahuan negara/perusohaay desrah® joga tidak mempunyat kekusinn
mengikal secara hukury,

F

Bahwa berdosarkan perimbangan di aise, dapat dilakukan perubohan seperlunya

a8 Peroturan Pemerintak Nomor 14 Tahua 2005 tentong Tata Cors Penghapusin
Punaong Negara/Dngrah. i
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